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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR : \b\8 /KPN.W2S.U4/SK HK1.2.5/111/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Keputusan Ketua  Pengadian Negeri Tangerang  Nomor
W29.U4/1551/0T.01.3/2/2023 tanggal 9 Februari 2023 tentang Standar
Pelayanan pada Pengadilan Negeri Tangerang.

a. Bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan peradilan maka perlu
dilaksanakan pelayanan sesuai dengan asas cepat, sederhana, biaya
ringan, dan transparan maka perlu dibuat standar pelayanan.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf (a)
maka perlu menetapkan, Sural Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang Tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Negeri
Tangerang.

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik ;

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebutuhan Informasi
Publik;

3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Surat Edaran Mahkamah Agung R! Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor : 2-
144/KMA/SKIVII2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di
Pengadilan;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
026/KMA/SK/1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl  Nomor
O57/KMA/SK/NNN/2019  tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

9 Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
114/DJU/SK.HM1.1.1//2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri,

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI
TANGERANG

Mencabut Surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor : W29.U4/1551/0T.01.3/2/2023 tanggal 9 Februari 2023
tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Tangerang.
Menetapkan Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri
Tangerang Sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan ini.

Standar pelayanan pada Pengadilan Negeri Tangerang merupakan
informasi layanan peradilan yang diperuntukan bagi pengguna
layanan di Pengadilan Negeri Tangerang.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan digunakan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pelayanan bagi
petugas dibagian pelayanan.

Ditetapkan di Tgpgerang
pada tanggal Maret 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Th FAMMIRON]

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten;

2. Arsip



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Nomaor : \a\& /KPN W28 U4/SK.HK1 2. 51112024
Tanggal . & Maret 2024

Tenlang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Neger Tangerang

STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

1. BAGIAN PERDATA
I. PROSEDUR PELAYANAN GUGATAN/ GUGATAN SEDERHANA/ PERLAWANAN/ BANTAHAN/ INTERVENSI EKSEKUSI
KONSINYASI

NO | KOMPONEN I URAIAN

PENYAMPAIN LAYANAN

i |PERSYARATAN |'El.ar1vm Langl-:ap sesuai Checklis!

- |l mmwndhmhnwlnmwmf&mw

2. Fotocopl Bukdi — bukti awa! telah dinasege! dikantor POS

3. Identitas Pengugat berupa KTP asii

4. Menyerahkan Surat Gugatan dalam bentuk soft copy berupa CD / Flasdisk

5 Kuasa melampirkan Surat Kuasa Asli, Fotocop! Berita Acara
Sumpah, Fotocop: Kartu Tanda Anggota Pengacara / Advokat yang sudah di
daftarkan di Hukum

8 Khusus Pegawai Negeri Sipil / Aparatul Megara ! akan mengzjukan
Gugatan Perceraian nﬁnmir:m Sural hmﬁs:ﬂ ﬁnﬂﬂﬂﬂ-wu

bersangkutan
7 Mempunyal Rekening Bank
a Mummnpiﬁmtmifgnﬁwm

1l mmmmwmmmmmunmwm
2 Fotocopi Bukti — bukt yang telah dinasegel dikantor POS

3. ldentitas Pengugat berupa KTF asli

4. Menyerahkan Surat Gugatan dalam bentuk soft copy berupa CD / Flasdisk

5 Kuasa Penggugat melampirkan Surat Kuasa Asl|, Fotocopi Berita Acara
Sumpah, Fotocopl Kartu Tanda Anggota Pengacara / Advokat yang sudah di
daftarkan di Kepaniteraan Hukum

6. Khusus Pegawai Negeri Sipil / Aparatul Sipil Negara yang akan mengajukan
Gugatan Perceraian melampirkan Sural izin darl Pimpinan Instansl vang

bersanghkutan
7. Mampunyai Rekaning Bank
B Mumpurwa damlalmif-um::orn
N PERLA

dﬂmda h'qnnl ﬂah Pnlmwn ! Kuasa

2 Fotocopi Buktl — bukti awal telah dinasegel Kantor POS

3. |dentitas Peiawan berupa KTP asli

4 Menyerahkan Surat Gugatan dalam bentuk softcopy berupa CD / Flasdisk
5 Kuasa Penggugat melampirkan Surat Kuasa Asli, Fotocop Berita Acara
?um;nh Fm1MTmAumtmmmmdi
aftarkan di

6. Mempunyal quﬂmk

7 Mnmmﬁﬂuni!gﬂﬂoum

Gugthnﬂmﬂmdluﬂnhminﬂ:mggm!hmw
Bukti — bukli awal yang telah dinasegel dikantor POS

3 Identitas Pembantah berupa KTF asl

Surat Gugatan dalam bentuk soft copi berupa CD / Flasdisk
5m?wm&nﬁﬂémhﬁ Folocopi Berita Acara
Sumpah, Folocopl an ggota Pengacara / Advokat sudah di
daftarkan di Kepaniteraan Hukum i
6 Mempunyai Rekening Bank
7 MWMIMIQMM

_____

1 mm&w nmummhnwmm

2. Menyerahkan Surat Permohonan Gugatan Intervens! dalam bentuk soft copy
berupa CO / Flasdisk

3. Kuasa Penggugat melampirkan Surat Kuasa Asll, Fotocopl Berita Acara
Sumpah, Fotocop: Kartu Tanda Anggota Pengacara / Advokat yang sudah di
daﬁwkanﬁﬁapauhramHum

1. Surat Gugatan BPSK ditanda fangan] mw:mmm
2 Folocop Bukti - wmmmhwm

3 Identitas Penggugat berupa KTP asli

4. thnyarahhmﬁunaawmsnuﬂmnmm%mmmr

5 MWWEWWMF@WWM
Bm-rq:lh qumnKuhTmﬁnmuthmtwmmhdl
di Kepaniteraan Hukum

1 msﬂﬁu
iwwmmﬁwmm I o

Kuasa Pembanding didaftarkan ¢i Kepaniteraan Hukum
4. mmmmm
5. Sural Memon Banding / Kentra Memon Banding asll + fotocopy sesual pihak )
6 Softcopy Memari Banding / Kontra Memori Banding berupa Flashdisk / CD
7. Membayar biaya Panjar Banding ( SKUM )




WW Waﬂ +mm
&SMMNWWIWW Kembali berupa COD /

T WWWWMMWIWJ

n berupa KTF ash
awmmmnmmmmmmmfm
mmmmmmmcmm
i&ﬂ&mmﬁnh&ﬂuﬂnﬁw
6, Mempunyai Nomor Rekening Bank
7 Mempunyal Mempunyai alamat email / gmail com

2 |Data ! ldentitas para Pihak

Nama, Tempat/Tg! Lahir, MMWMM Status |
Perkawinan, Kewarganegaraan (Sesuai KTP Asli). . |

Borean Longkap Seaum Cousat
1 Suratl Pemohonan, Gugatan,
Pemahon Melimpahican = Gugatsn Sederiang,
Barkas yang Talah Baritatan, liskivwonsi i
Lengkap sesual Chekist Eksobum, kangyens
dan Data | identitas Para B Ak Mums Pasggugu den
Pihak kg Pelugas PTSP { d""""‘" Pergppat yarg

Polupat FTSPF Memenka

Kelengeapon Berkas 222

[Chata | idenitas Parn Pihak |

Nema Terdakwa
Tampat Lahi

Petugias PTSP
Merryverahkan tanda
tefion e backas ke

e Metamin

?

Pamohon Tempat Tinggal

o s -

fi

g e i i e D i e e

PROSEDUR DAN WAKTU PELAYANAN

e

Menerima pendaflaran Sural Parkara Gugatan / Permohanan | Eksskusi /
Konsinyas: dan pengaju

Memeriksa kelengkapan berkas

Menanyakan rincian biaya perkara ke Panmud Perdata

Memberi rincian pembayaran panjar perkara kepada plhak

on | B | b

Menerima Slip setoran Bank Pihak dan memberikan SKUM Panjar perkara
yang sudah bermamor perkara

41

Menyerahkan SKUM dan satu sural Gugatan / Permohonan / Eksskusi /
Konsinyasi kepada pihak




3 |JANGKA WAKTU PENYELESAIAN Jangka wakiu pelaksanaan sebagaimana Slandar Operasional Prosedur yang telah
ditetapkan yaitu setama 80 Ment (1 Jam)
4 |BIAYA/ TARIF Dipungut biaya PNBP Rp.30.000/perkara sesual SK KMA No, ST/KMAJSKNIZ018
5 |PRODUK PELAYANAN Berkas perkara
6 |PENANGANAN PENGADUAN 1 |Melalui aplikasi SIWAS
2 |Melalui nomor Telp. BAYWAS (021) 255 783 003
3 |Melalui nomor Telp. Pengadilan Tinggi Banten (0254) 250002
4 [Melalui Nomor Telp. Pengadilan Negeri Tangerang (021) 5524157
§ kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN
1 DASAR HUKUM Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)

pa| =

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1385 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telsh diubah dan ditambah dengan Undang-undang Momor 5
Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 lentang
Mahkamah Agung

3 |Sural Edaran Ketua Mahkamah Agung R Nomor 3 Tahun 1988 Tentang
Penyslesaan Perkara

4 |Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman

5 |Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Peradilan Limum

B |Peraluran  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor|
Per/21M.PAN/1/2008, tantang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Administrasi Pamerintahan

7 |Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomar 026/KMA/SKAIZD12 tentang
Standar Pelayanan Peradiian

8 |Buku | dan |l tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminisirasi Peradilan

8 |Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kena Kepaniteraan dan
Kesekrelariatan Peradilan

10 |Peraturan Sekretaris Mankaman Agung Rl Ne. 002 Tahun 2012 lentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

11 |Peraturan Menpan Momor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosadur (SOP) Administrasi Pemerintah.

SARANA DAN PRASANA

Ruang Tamu dan Pendingin Udara

Mega dan Kursi

Komputer dan Printer

Jaringan intermel

Pesawat telpon

Mesin Faksimile

Mesin Fotocopy

PC Disabilitas

PC Apiikas| e-court

KOMPETEMNSI PELAKSANA

yang memahami alur proses berperkara

Pegawal yang memiliki Pengatahuan tentang SiPP

Pegawal yang memhamal proses e-court

B (G2 B 0| QO = | 0GR | Bl fra ] —

PENGAWASAN INTERNAL

Pegawai yang mampu mengoperasionalkan Komputer

Pengawasan Internal dilakukan cleh Hakim Pengawas Bidang PTSP yang
melaksanakan pengawasan seliap berkala berdaserkan SK Ketua Pengadilan
Negen Tangerang

5 |JUMLAH PELAKSANA Jumiah Pelaksana Pendaftaran Perkara Perdata scbanyak 2 orang dan atau
minimal 1 oreng personil sabagaimana beban kerja yang tefah ditetapkan oieh
Pengadilan Negeri Tangerang

6 [JAMINAN PELAYANAN Informasi diberikan secara cepat, lepat, lengkap dan dapat dipartanggungjawabkan

JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1 |Informasi yang diberikan  dijamin  keabsahannya dan  dapat
dipertanggungjawabkan

2 |Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan
dari atasan langsung

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1 |Pelaksangan evaluasi kiinera pelaksana dilaksanakan secara rutin dan
minimal dilakukan selama 1 (satu) bulan sekall

2 |Pelaksanaan survel kepuasan untuk perbalkan dan peningkatkan kinera

pelayanan




Il. PROSEDUR PELAYANAN UPAYA HUKUM PERDATA

NO |

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIN LAYANAN

1

PERSYARATAN

1 |Berkas Lengkap sesuai Checklist

‘permohanan Banding
Register Banding (1 Jam)

banding,

A permahonan
.Jiuwmmmmwspmmmm

hhnﬁ}mmdminﬂmm
(1
2. Panitera Muda Perdata meneliti persyaratan permohonan

banding (1 Jam)

3. Stafi Pelaksana Kepanitreraan Perdata membuat konsep akia

mmmmu jam)

4. Panitera Muda Perdata mensiti dan membubuhkan paraf pada

konsep Akta Pemyataan Banding (1 Jam)

5. Pmmwdmm#nﬂ jam)

6. Staf{Pelaksana) Kepaniteraan Perdata menginput Banding

kedalam SIPP dan mencatat dalam Register (1 Jam)

7. Jurusita / Jurusita Pengganti melaksanakan pemberitahuan

permohanan banding (8 Jam)

8. Jurusita / Jurusita Pengganti menginput tanggal dan mengunggah

relaas pemberilahuan permohonan banding pada SIPP (1 Jam)

9. Panitera Muda Perdata mencatat tanggal pemberitahuan
pada Register Induk Perkara Gugatan dan

10. Staf / Pelaksana Kepanitreraan Perdata mengirimkan Akta
Banding ke Pengadilan Tinggi (1 Jam)

11. Staf / Pelaksana n Pardata manginput
mmwm rlwﬂtltdllam Rm['l Jimj

'emwmmm

}1WWMﬂhmmmm

Ewwmmmnmm

3Pmmllammmpmwm
kta Pemyataan Permohonan Kasasi{ 1 jam)

4?mmmmm«muhmmmm

Pernyataa Permohonan Kasasi (1 Jam)

5. Panitera menandatangani Akta Permyataan Penmohonan Kasasi

bersama Pemohon (1 jam)

6. Petugas Meja |ll Pada Kepaniteraan Perdata mengirim Akta

W{N-lm} Permohonan Kasasi ke Kepaniteraan MA

7. Petugas Meja Ill Pada Kepaniteraan Perdata

menginput
‘Pemyataan Kasasi kedalam SIPP dan mencalat dalam Register (1

Jam)

8. Jurusita / Jurusita Pengganti melaksanakan pemberitahuan
permohonan

8.4 mrm%m

u nput tanggal dan

redaas pemberitahuan permohonan kasasi pudaSlPP('! Jam)

10. Panitera Muda Perdata mencatat tanggal pemberitahuan
WM!WM&M&'&MM

permohonan
Register Kasasi (1 Jam)

11. Panitera mengirimkan Akta Permohonan Kasasi ke
Kepaniteraan MA (1 Jam)
Hﬂmlﬂm%ﬂm mmmwmmn




8 Mfmwmmm

9. Jurusita / Ju -' : ginpul tanggal dan mengunggah
ruhmpum:m ‘pada SIPP (1 Jam) v
10. Panitera Muda Perdata mencatat {1

pemberitahuan
_mmmmm%mmw




PROSEDUR DAN WAKTU FELAYANAN

Menerima parmohonan upaya hukum banding, kasasi, PK, dan
Grasi

Memeriksa persyaratan berkas permohonan upaya hukum
banding, kasasi, PK, dan Grasi

Membualt Akla banding, kasasi, PK. dan Grasi setelah proses input

SIPP dilakukan.
Pemeriksaan ulang persyaralan dan menandatangani akta1
permohonan banding, kasasi

5

Tanda terima Akta banding, kasasi, PK., dan Grasi kepada
pemohon

]

Menyerahkan Berkas Permohonan ke Kepaniteraan Muda Perdata

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waklu pelaksanaan sebagaimana Slandar Operasional
Prosedur yang telah ditetapkan yaitu selama 80 menit (1 Jam)

4 |BIAYA / TARIF Dipungut biaya PNBP Rp.10.000/perkara sesuai SK KMA No.
STMASSKNIRZ018
PRODUK FPELAYANAN Berkas perkara

L= 4]

PENANGANAN PENGADUAN

7

Melalui aplikasi SIWAS

Malalui nomar Talp. BAWAS (021) 256 783 003

Metalui nomor Telp. Pengadilan Tinggi Banten (0254) 250002

2
3
4

Melalui Nomer Telp. Pengadilan Negeri Tangerang (021) 5524157

kanal pengaduan SP4N-LAPOR!

PC Aplikasi & court

PENGELOLAAN PELAYANAN
1 |DASAR HUKUM 1 |Undang-undang Nomar 14 Tahun 1685 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang
Nomar § Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Momor 3
Tahun 2008 tentang Mahkamah Agung

2 |Sural Edaran Ketua Mahkamah Agung R.| Nomor 3 Tahun 1998
Tentang Penyelesaian Perkara

3 [Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

4
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

S |Peraturan Menlen Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PANM1/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

6 |Sural Keputusan Ketus Mahkamah Agung MNomor]
DZ6MMASSKNIEZD12 tenlang Standar Pelayanan Peradilan

7 |[Buku | dan |l temtang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

B |Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

§ |Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yvang berada
dibawahnya

10 |Peraturan Menpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintah.

2 |SARANA DAN PRASANA 1 |Ruang Tamu dan Pendingin Udara

2 |Meja dan Kursi

3 |Komputer dan Printer

4 |Jaringan internet

5 [Pesawat telpon

§ |Mesin Faksimile

7 |Mesin Fotocopy

8 [PC Disabilitas

g

1

KOMPETENS| PELAKSANA

Pegawai yang memahami alur proses berperkara lerutama upaya
hukum (Banding, Kasasi dan PK)

Pegawai yang memiliki Pengetahuan tentang SIPP

Pegawai yang memhamai proses e-courl

L L] L]

Pegawai yang mampu mengoperasionalkan Komputer




PENGAWASAN INTERMNAL |Pengawasan Intemal dilakukan cleh Hakim Pengawas Bidang PTSP
yang melaksanakan pengawasan sefiap berkala bardasarkan SK Ketua
Pengadilan Negeri Tangerang

JUMLAH PELAKSANA Jumlah Pelaksana Pendaftaran Pelayanan Upaya Hukum Perdata
sebanyak 2 orang dan atau minimal 1 orang personil sebagaimana
beban kerja yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang

JAMINAN PELAYANAN informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat
dipenanggungjawabkan

JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN| 1 |Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan

2 |Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan
penugasan dari alasan langsung

EVALUASI KINERJA PELAKSANA 1 |Pelaksanaan evaluasi kiinarja pelaksana dilaksanakan secara rutin
dan minimal dilakukan selama 1 (satu) bulan sekali

2 |Pelaksanaan survel kepuasan untuk perbalkan dan peningkatkan
kinerja pelayanan




lil. PROSEDUR PELAYANAN PENERIMAAN MEMORI, KONTRA MEMORI (BANDING, KASAS| DAN PK)
PERKARA PERDATA
NO| KOMPONEN

PENYAMPAIN LAYANAN
1 |PERSYARATAN




PROSEDUR DAN WAKTU PELAYANAN

1 [Menerima memorl /kontra memor banding, kasasi, PK

2 |Membuat tanda terima memon Aontra memori banding . kasasi
lakte PK

J |Menyerahkan tanda terima memor /kontra memori banding
kepada pelugas untuk meminta tanda langan Panitera

4 |Menysrahkan tanda ferima memori konla memor banding, kasasi
{ PK kepada pihak pamohon /| termohon (kantra memoni)

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka wakiu pelaksansan sebagaimana  Standar  Operasional
Prosedur yang telah ditetapkan yaitu selama 60 Menit (1 Jam)

BIAYA | TARIF

Dipungut biaya PNBP 10.000/perkara sesuai SK KMA No
STIEKMASSK/I2014

PRODUK PELAYAMAN

Tanda t=rima memaon dan koftra memon banding, kasasi, PK

PENANGANAN PENGADUAN

1 [Metaiui aplikasi STWAS

Mazlaiul nomaor Telp. BAWAS (021) 255 783 003

Melalui nomer Telp. Pengadilan Tinggl Banten (0254) 250002

B fna] b

Maiaiui Nomor Telp. Pangadilan Megari Tangerang (021) 5524157

5 _kanal pengaduan GP4N-LAPOR!

PENGELOLAAN PELAYANAN

1

DASAR HUKUM

1 |Undang-undang Namor 14 Tahun 1885 tentang Mahkamah Agung
sebagalmana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang
Nomar 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 2
Tahun 2000 tentang Mahkamah Agung

2 |Swrat Edaran Ketua: Mzhkamah Agung R.| Nomor 3 Tahun 18588
Tentang Penyelesaian Perkara

3 [Undang-undang Nomor 48 Tahun 2005 fentang Kekuasaan
Mehakiman.

Undang-Undang Namor 48 Tahun 2008 Tentang Peradilan Umum

5 |Peraturan Manteri Pendayagunaan Aparatur Negara Momor
Peri21/M PANN 12008, tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan,

6 |Surat Kepulusan Kefua Mahkamah Agung MNomor
026/KMASSKNIZ012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

7 |Buku | dan |i tentang Pedoman Pefaksanaan Tugas dan
Administras! Peradilan

8 |Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kera
Kepanitersan dan Kesekretariztan Peradilan

9 |Peraturan Sekretans Mahkamah Agung Rl No. 002 Tahun 2012
tertang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Paradilan yang berada
dibawahnya

10 |Peraturan Maenpan Momor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintah.

SARANA DAN PRASANA

Ruang Tamu dan Pendingin Udara

Meja dan Kursi

Komputer dan Printer

Janngan intemet

Pesawat telpon

Mesin Faksimile

Mesin Fotocopy

PC Disabilitas

PC Apiixasi e-court

KOMPETENS! PELAKSANA

T Y T Y B

Pegawal yang memahami alur proses berperkara lerutama upaya
hukumn (Banding, Kasasi dan PK)

Pegawai yang memiliki Pangetahuan lentang SIPP

2
3 |Pegawai yang memahami proses e-court
4 |Pegawai yang mampu mangoperasionalkan Komputer

|PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Intemal dilakukan cleh Hakim Pangawas Bidang PTSP
yang melaksanakan pengawasan sebap berkala berdasarkan SK Ketua

Pengadilan Negerl Tangarang

5 [JUMLAH PELAKSANA Jumiah Pelaksana Pelayanan penerimaan Memori dan Kontra Memaori
(Banding, kasasi dan PK) Perkara Perdata sebanyak 2 orang dan atsu
minimal 1 orang personil sebagaimana beban kers yang felah
ditetapkan oieh Pengadilan Negeri Tangerang

6 |JAMINAN PELAYAMNAN Informasl  diberikan secara cepal, tepal, lengkap dan dapat

dipartanggungjawabkan

JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1 |Informasi yang diberkan dijamin  keabsahannya dan dapal
dipertanggungjawabkan

2 |Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan
penugasan dari alasan langsung

EVALUASI KINERJA PELAKEANA

1 |Pelaksanaan evaluasi Kinerja peleksana dilaksanakan secara rutin
dan minimal dilakukan salama 1 (satu) bulan sekali

2 |Pelaksanaan survei kepuasan unluk perbaikan dan peningkatkan
kinera palayanan




IV. PROSEDUR PELAYANAN PENERIMAAN PERMOHONAN PENCABUTAN BANDING, KASAS| DAN PK PERKARA

PERDATA

NO| KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIN LAYANAN _
1 |PERSYARATAN Berkas Lengkap sesuai Checklist

Data / Identitas para Pihak

2

PROSEDUR DAN WAKTU PELAYANAN

Menerima permohanan pencabutan perkara banding, kasasi dan PK

Membual akia pancabutan banding , kasasi, atau PK

Meminia landa tangan Akia Pencabulan kepada Panitera

| WM 2K -—=

Menyerahkan salinan Akta Pencabutan kepada mhak pemohon, dan
kepada Kepaniteraan muda Pidana

c. LALi # N Al Lk b o A Alidd L J
mengnma F‘rmsp mm%h
mmﬁ Jam)

2 Panitera Muda Perdsta menelili parsyaratan permohonan pencabutan banding (1

Jam)

: Perdata kedalam
mwmmmmﬂm _ _
?m:mwmmmMm

‘banding (6 Jam)
8. Jurusita [ Jurusita Pengganti menginput tz dan retaas
huan permahonan banding pada SiPP (1 Jam)
apmmnunm

ialnahbsikcd ;
Banding pada nmmmmmmwmmsm
10, Stal [ Pelaksana Kepanitreraan Perdaia menglimkan Akta Pencabutan

e Pengaditan Tinggi (1 Jam) _ ]
11 Stal | Pelaksana Kepanitreraan Perdals menginput Pencabidan pernyalaan
banding kedalam SIPP dan mencaial dalam Register (1 Jam)

12. Panitera Muda Perdata mengarsipkan berkas perkara banding (1 Jam)

3 Petugas Meja Ill pads wmmmmm
Permohonan 1 jam)

Parmohonan Kasasi {1 Jam) '

5 Famummm ‘Aiia Pencabiutan Pemyataan Permolionan Kasasi

BPmllqnlllgdaw Perdata mangitim Akta Pencabutan
Pamyataan Fanmchonan Kasasi ke Kepaniteraan MA (1
7. mmwumw . méﬁmhnqmm

s huan pencabu pumwwn
mﬁmlmwmmmm
_H;mmm_ Akta Pencabuten Permohonan Kasasi ke Kepaniteraan MA

12 Panitera Muda Perdats mengarsipkan berkas perkara kasasi (1 Jam)

)
S.Fluuuulp pada Wmmmmm
Pamyataan Permohonan PK (1 jam)
4Panlnml.hﬁlf'm mmuufhnm Akta Pencabutan Pamysataa

: Pum-s[;rmw Akta Pencabutan Permyataan Fermohonan PK bersama
H:mmm#mmmﬁx ke Kepaniteraan
8 P-h.uu Meja lll Pada Kepaniteraan Perdata menginput Pencabutan Pemyatasn

{8 Jam)

9. Jurusita / Jurusita Penggant menginput tanggal dan mengunggah relaas
pencabutan permohonan PK peda SIPP (1 Jam)

10. Panitara Muda Perdata - 1 permohonan

11?;}mwmmrmmnmmnmmu
12 Panitera Muda Perdala mengarsipkan berkas perkara PK (1 Jam)




langsung Ke PTSP
uniuk meiakukan
Pencabutan Banding [

Palugas FIsk Aty

Femahon

3 [JANGKA WAKTU PENYELESAIAN Jangka wakiu pelaksanaan sebagaimana Standar Operasional Prosedur yang|
telah ditatapkan yaitu selama 60 menit (1 Jam)

4 |BIAYA ! TARIF Dipungut biaya PNBP Rp10.000/perkara sesuai SK KMA  No,
STMMA/SKAN2019

5 |PRODUK PELAYANAN Tanda terima memon dan kantra memon banding, kasasi, PK

6 |PEMANGANAN PENGADUAN

Melalui aplikasi BIWAE

Melalui nomor Telp. BAWAS (027) 255 783 003

Metlalui nomor Telp. Pengadilan Tinggi Banten (0254) 250002

Melalul Nemor Telp. Pengadilan Negen Tangerang (021) 5524157

th| Sgd)] Aol ==

kanal pengaduan SP4N-LAPOR!

PENGELOLAAN PELAYANAN

DASAR HUKLUIM

1 |Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung|
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5
Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung

2 |Surat Edarsn Ketua Mahkamah Agung R | Nomor 3 Tahun 1998 Tentang
Penyetesaian Perkara

3 |Undang-undang MNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

4 |Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2008 Tentang Peradilan Umum

5 |Peraturan  Menter Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor
Per/21/M PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

6 |Surat Keputusan Kelua Mahkamah Agung Nomor OZB/KMAISKAI72012
lentang Siandar Pelayanan Peradiian

7 |Buku | dan Il tentang Fedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

8 |Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kena Kepaniteraan
dan Kesekretanatan Peradilan

9 [Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No 002 Tahun 2072 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

=1
=

Peraturan Menpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemearintah.

SARANA DAN PRASANA

Ruang Tamu dan Pandingin Udara

Meja dan Kursi

Komputer dan Printar

Janngan internet

Pasawat telpon

Mesin Faksimile

Mesin Fotocopy

PC Disabiiitas

PC Aplikasi e-coun

3

KOMPETENSI PELAKSANA

Pegawal yang memahami alur proses berperkara Pidana

Pegawai yang memiliki Pengetahuan tentang SIPP

Pegawal yang memahami proses e-cour

e Lo VTR (P11 N e ] (2] [ ) ) e

Pegawal yang mampu mengoperasionalkan Komputer




4 |PENGAWASAN INTERNAL Pengawasan Internal diakukan oleh Hakim Pengawas Bidang PTSP yang
melaksanakan pengawasan seliap berkala berdasarkan SK Ketuia Pangaditan
Negeri Tangerang
§ |JUMLAH PELAKSANA Jumiah Pelaksana Pelayanan Pelayanan Upaya Hukum Perdata minimal 1
orang personil sebagaimana beban kerja yang telah ditetapkan oleh Pengadilan
Negeri Tangerang
6 |JAMINAN PELAYANAN informasi _ diberikan  secara cepat,  tepat lengkap dan  dapai
dipertanggungjawabkan
7 | JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN| 1 |Informasl  yang diberinen  djamin  keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan
7 |Pelugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan
penugasan dan atasan fangsung J
B |EVALUASI KINERJA PELAKSANA 1 |Petaksanaan evaluasl kineria pelaksana dilaksanakan secara rutin dan
minimal dilakukan selama 1 (satu) bulan sekall
7 |Pelaksanaan surval kepuasan untuk perbaikan dan peningkatkan Ither]nJ
pelayanan




V. PROSEDUR PELAYANAN PENGELUARAN SALINAN PUTUSAN PERDATA

(ND|

| URAIAN

PENYAMPAIN LAYAMNAN

PERSYARATAN

[ 1 [Berkas Lengkap sesuai Checklist

PERSYARATAN PENGAJUAN GUGATAN

1. Surat Gugatan ditands tangam oleh Penggugat / Kuasa Penggugal

2. Fotooopi Bukti — bukti awal telah dinasegel dikantor POS

3. Identitas Pangugat berupa KTP asli

4 Menyerahkan Sural Gugatan dalam bentuk soft copy berupa CD / Fiasdisk
5. Kuasa Penggugat malampirkan Surat Kuasa Asll, Fotocopi Barita Acara
Sumpah, Fotocopl Kartu Tanda Anggota Pengacara ( Advokat yang sudah di
daftarkan di Kepaniterasn Hukurm :

6. Knusus Pegawal Negesi Sipil / Aparatul Sipil mmﬂﬂwﬁ'
Gugatan Percaraian melampirkan Surat [zin dari Pimpinan | yang

7. Mempurnyal Rekening Bank

& Mempunyal alamet emall [ gmail.com

RSYARAT PENGAL

cepavas AN, ﬂ_ ;

Penggugat

2 Fatocopi Bukli — bukii yang tefah dinasegel dikantor POS

3 Identitas Pengugal berupa KTP asli |

4 Menyerahkan Surat Gugatan dalam bentuk soft copy berupa CD / Flasdisk
5. Kuasa Penggugat melampirkan Sural Kuasa Asli, Fotocopi Berita Acara.

6. Khusus Pegewai Negeri Sipil / Aparatul Sipil Negara yang akan mengajukan
Gugatan Perceraian melsmpirkan Surat izin dar Pimpinan Instansi yang

7. Mempunyai Rakening Bank
8 Mampunyal alamal email / gmail com

2. Fotocopl Bukti — bukti awal telah dinasege! Kantor POS

3 |dentitas Pelawan berupa KTP asil

4 Menysrahkan Surat Gugatan dalam bentuk softcopy berupa GO / Flasdisk
§ Kuasa Penggugat melampirkan Sural Kuasa Asli, Fotocopi Berlia Acara

2 Fotocopl Bubdi = bukdi awal telah dinasege! dikantor
3Iﬂuﬂumm¥%¥'ﬂ =

4. Menyerahkan Sural Gugatan dalam bantuk soft copi berupa CD / Flasdisk
5 Kuasa Penggugat melampirkan Surat Kuasa Asil, Fotocopl Berita Acara

am.mmmmmm.rwmﬁm
Sumpah, Fetocopi Kartu Tanda A ra |
m&mmm Mprg_umd

Kuasa Penggugat melampirkan Surat Kuasa Ask, Fotocopi Berita Acara
Sumpah, Folocopi Kartu Tanda Pangacara / Advokat yang surdat
dafarkan o Kepanterasn ko - ] esh sl

1- AL -.I_“ll- ..-'__ = = Ak
g::;hm-uﬁlhmﬁpﬂ

2 t Kuasa Pembanding yeng telah didaftarxan oi Kepaniteraan Hukum
?:mummquummmmm¢ mmw
E. Softcopy Memor Banding / Konlra Memari 3

> " ik _memm

|
i
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3
4.

2 [Data / identitas para Pihak

2 |PROSEDUR DAN WAKTU PELAYANAN

Nama, Tempat/Tgl Lahir, Jenis Kelamin, Golongan Darah, Alamat,
t Aguini, Siatan Péaviin, KavaIgorreaoen (Eaboal 1T Aall

Pemohon mengajukan Surat
Permohonan Salinan Putusan
ke PTSP

;'l_l'.L{..!.' FTaH e e
A Hrsn Putvsan begada

Pemichwn

Menenma Permintaan Salinan Putusan dari para mhak, dan melakukan
pengecekan

Berkoordinasi dengan panmud masing-masing terkail permohonan salinan

3 |Panitera menandatangani Salinan yang akan dikeluarkan

4 Mmimﬁnmdmudangmm-um. hﬂmaimdiaam&tmhm
pihak yang memohon salinan




3 [JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana Standar Operasional Prosedur yang
tetah ditetapkan yaitu salama 60 manit (1 Jam)

BIAYA | TARIF

PENP sabasar. ..

o |

PRODUK PELAYANAN

Saliran Pulusan

6§ |PENANGANAN PENGADUAN

1 [Melalui aplixasi SIWAS

Melalui nomor Telp. BAWAS (021} 255 783 003

Melaiui nomor Telp. Pengadilan Tinggi Banten (0254) 250002

Medalui Nomor Telp Fengadilan Megeri Tangerang (021) 5524157

on| & joa| b

kanal pengaduan SP4N-LAPOR!

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 |OASAR HUKUM

1 |Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor §
Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 lentang
|| Mahkamah Aqung

2 |Surat Edaran Kelua Mahkamah Agung R.| Nomar 3 Tahun 1998 Tentang
Panyelasaian Perkara

3 |Undang-undang MNomeor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman

4 |Undang-Undang Momor 48 Tahun 2008 Tentang Peradilan Umum

5 |Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor
PerZ1/MM.PAN/11/2008, tentang Padoman Penyusunan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

6 |Surat Keputusan Ketus Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SKII2012
tentang Standar Pelayanan Peradiian

7 |Buku | dan |l tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

B (Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Taia Kerja Kepaniteraan
dan Kesskretariatan Peradilan

9 |Peraluran Sekrelaris Mahkamah Agung RI Mo. 002 Tahun 2012 lentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Progedur di [ingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

—
[

Peraturan Menpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosadur (SOP) Administrasi Pemerintah.

2 |SARANA DAN PRASANA

Ruang Tamu dan Pendingin Udara

Meja dan Kursi

Komputer dan Printer

Janngan interne!

FPeasawal telpon

Mesin Faksimile

Mesin Fotocopy

PC Disabilitas

PC Aplikasi e-court

3 [KOMPETENSI PELAKSANA,

Pegawal yang memahami alur proses berperkara Fidana

Pegawai yang memiliki Pengetahuan lentang SIPP

Pegawal yang memhamai proses e-court

S lfand =@~ O ien | B ta B —

Pegawai yang mampu mengoperasionalkan Kompuler

4 |PENGAWASAN INTERNAL

Pangawasan Internal dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang PTSP vang
melaksanakan pengawasan setisp berkala berdasarkan SK Kstua Pengadiian

Negeri Tangerang

5 |JUMLAH PELAKSAMNA

Jumiah Pelaksana Pelayanan Pengeluaran salinan putusan minimal 1 orang
personil sebagaimana beban kefja yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Neger
Tangarang

& |JAMIMAN PELAYANAN

Informasi  diberikan  secara oepai  lepat,  lengkap den  dapal
dipertanggungiawabkan

T | JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1 |Informas)  yang dibénkan  dijamn  keabsahannya dan  dapat
dipertanggung@wabkan

? [Pelugas yang memberkan dala dan infonmasi ielah  mendapatkan
penugasan dan atasan langsung

8 |EVALUASI KINERJA FELAKSANA

1 ksaraan evaluasi kinera pelaksana dilaksanakan secara rulin dan
minimal dilakukan selama 1 (satu) bulan sekali

2 |Palaksanaan survel kepuasan untuk perbaikan dan peningkatkan kinerja

pPEl@yanan




Vi. PROSEDUR MEMBUAT AKUN USER E-COURT BAGI PENGGUMNA LAINNYA

No| KOMPONEN | URAIAN
FPENYAMPAIN LAYANAN
1 |PERSYARATAN 1 |ldenlilas Pengguna Lainnya

= Jenis Kelaming

- A'B!m

= Pekerjaan,

= Status Kawin,

= Pandidikan Terakhir.

Pemerintah

= Nama Instansi,

= Blamat Instansi;

* Emall Instansi,

= Nama yang mewakill yang dikuasakan;
= NIP;

= Rekening Bank,

= Noamar Telepon/ Handphone:

* Email yang mewakill’ yang dikuasakan,
= Alamat yang mewakllil yang dikuasakan.
Badan Hukum ©

» Nama Perusahaanf Crganisas;

= Tanggal dan Nomor Akla Pandiran;

+ Tanggal dan Nomor SK Manten Hukum dan HAM,
= Alamat Badan Hukum;

+ Email Badan Hukum;Nama yang mewakili/ yang dewakilkan;
= Rekening Bank;

+ Nomar Telepon/ Handphone;

* Email yang mewakill’ yang diwakilkan;

= Alamal yang mewakili/ yang diwakilkan.
Kuasa Insideatil :

« Nama,

= Tempat Lahir,

= Tanggal Lahir;

= INIK;

* Rekening Bank,

* Nomor Telepon/ Handphone;

= Emall,

2 |PROSEDUR DAN WAKTU PELAYANAN 1 |Melakukan login pada aplikasi e-couft Login menggunakan akun
Administrator Pengadilan Negen Tangerang
2 |Menambahican Pengguna Lain pada aplikasi e-court

& Memilih menu Pengguna Lain, ialu pillh Tambah Pengguna

b. Pilih tombol +Tambah Pengguna

¢ Memilih klasifikasi Pengguna Lainnya (Perorangan/ Pemerintah/ Badan
Hukumy Kuasa Insidentil)

d. Mengisi data pihak sesuai dengan yang diminta

e Memfoto alau scan dala pihak seperti KTP/ Passpor SK ataupun
idenitas lain yang dibutuhkan

{ Mengupload berkas data plhak yang telah disiapkan sebelumnya

g. Melakukan venfikasi dala pihak untuk mendapalkan password akun
ecount

3 [Memastikan pengguna lain telah mendapatkan email vaiidas] dari Aplikasi E|
court Mahkamah Agung

Pelugas &court menjeiaskan kepada Panggunz Lain bhabwa ia telah
mermiliki akun ecourt dan dapat melakukan kogin mengounakan email dan
password yang dikirim scourt matkamah agung melalui amail







JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka wakiu pelaksanasn sebagaimana Standar Operasional Prosadur yang
telah ditetapkan yaitu seiama 60 menit (1 Jam)

BIAYA | TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK PELAYANAN

Fengguna Lain mendapatkan akun ecourt uniuk dapat mendaftarkan
perkaranya (permohonan/ gugatan/ gugatan sederhanal bantahan)

PENANGANAN PENGADUAN

1 |Malalui aplikasi SIWAS

Meialui nomor Telp. BAWAS (021) 265 T83 003

Metalu| nomor Telp. Fengaditan Tinggl Banten (0254) 250002
Melalui Nomar Telp, Pengadilan Negeri Tangerang {021) 5524157
kanal pengaduan SPAN-LAPOR!

i & loa) b

GELOLAAN PELAYANAN

DASAR HUKUM

—_—

Undang-undang MNomor 14 Tahun 1985 lentang Mahkamah Agung
seiagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomaor 5
Tahun 2004 t=rakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang

\Mahkamah Aguna
2 [Surst Edaren Ketwa Mahkemah Agung R Nomor 3 Tahun 1398 Tentang|
Paryalesaian Perkara
3 |Undang-undang Nomaor 48 Tahun 2000 tentang Kekuassan Kehakiman

4 |Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Peradilan Umum

5 |Peraturan  Menten  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor
PerZ1/MM.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan  Standar
Operasional Prosedur (S0F) Adminisirasi Pemerintahan.

6 |Surat Keputusan Kstua Mahkamah Agung  Nomor 026/KMAJSKA2012
lentang Standar Pelayanan Peradilan

7 |Buku | dan || tentang Pedoman Palaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

8 |Penma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisas| dan Tata Kera Kepaniteraan
dan Keseknetariatan Peradilan

¢ [Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Mo 002 Tahun 2012 lentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawshnya

10 |Peraturan Menpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pamerintah.

11|PERMA No. 1 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan

Di Pengadilan Secara Eiskironik

12 [SK KMA, No. 129/MAISKAIINZO19 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elekironik

SK Dinen No. 3238/DJLSKMMO2 3/11/2019

p—
£

SARANA DAN PRASANA

Ruang Tamu dan Pendingin Udara
Meja dan Kursi
Komputer dan Printer

Jaringan infemet

Pasawal tsipon

Mesin Faksimile

Mesin Fotocopy

PC Disabiltas

PC Aplikas! e-court

KOMPETENS! PELAKSANA,

Pagawai yang memahami alur prosas berparkara Pardala
Pegawai yang memiliiki Pengetahuan lentang SIPP
Pegawal yang memhamai proses e-court

Pegawai yang mampu mengoperasionalkan Kompuler

E I LI -0 ] - B2 0 B 0 ] 5]

PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Internal dilakukan cleh Hakim Pengawas Bidang PTSP yang
meiaksanakan pengawasan setiap berkals berdasarkan SK Ketua Pengaditan
Neger Tangerang

5 |JUMLAM PELAKSANA Jumiah Pelaksana Pelayanan pembuatan skun e-court minimal 1 orang personil
sebagaimana beban kefja yang lelah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri|
Tangerang

6 |JAMINAN PELAYANAN informasi  diberdkan secara cepal. lepat.  lengkap dan  dapst

dipertanggungiawabkan

JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1 |Informasi  yang diberikan dijamin  keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawatkan




Vil. PROSEDUR MENDAFTARKAN PERMOHONAN, GUGATAN, GUGATAN SEDERHANA DAN BANTAHAN ONLINE
BAGI PENGGUNA LAIN

NO|

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIN LAYANAN

1

PERSYARATAN

Berkas Parmohonan/ Gugstan/ Gugalan Sedernanal Bantahan
Berkas disiapkan dalam bentuk hardcopy dan softoopy
Barkas dalam bentuk hardcopy telah ditandalangani pihak
Berkas sudah dilegalisir di kantor pos

Buikti Awal

Melakukan scan  pada  berkas  permohonan/gugatanigugatan
sederhana/bantahan supaya berkas dalam formal PDF
Melakukan scan pada bukti awal supaya berkas dalam format PDF
Mencopy softcapy perkas permohonan/gugatanigugatan
sadarharabantahan yang sudah disiapkan pihak dan memastikan berkas
sudah dalam formet DOC/RTFE

PROSEDUR DAN WAKTU PELAYANAN

Menyiaphkan berkas yang akan diupload nantinya

Melakukan =can pade  berkss  parmohonanfgugatan/gugatan
sederhanatbantahan supaya berkas dalam format

Melakukan scan pada bukli awal supaya berkas dalam format PDF

Mencopy softeapy berkas permohonan/gugatan/gugalan
sedernana/bantahan yang sudah disiapken pihak dan memastikan berkas
sudah daiam format

Melakukan Login pada aplikasi e-court

Login menggunakan akun Fengguna Lainnya yang telah didaftarican
sebelumnya

Mendaftarkan Perkara Permohonan/ Gugsatan/ Gugatan Sedarhanad
Bantahan

Memiin menu mendafiarkan perkara, lalu piih Kasifikasi pendaftaran
perkara online Permchonan/ Gugatan/ Gugatan Sederhana/ Bantahan

Memilih dan memastikan pengadilan yang dituju adalah Pengadilan Negeri
Tangerang

___tecourl

Pilih tombol daftar dan mendapatkan nomar register pandafiaran pada akun

mwmmmmmmmm;PW

Mmbe yang sudah disiapkan sebslumnya
|Menceiak Skum dan Nomor Vidual Account

Membarikan panjeiasan lanjutan

a
(&
a |[Memberikan penjelasan terkait cara pembayaran
b
c

l.hmbalikaﬂ pungntlsan n'!np&nal p&mbafrtﬂl‘mm nomor pari.am dan|

dandg . ’ enaAn Cars e 8
Mumbaﬂkaﬂ panjuluan tmmltharlmsmaanja mhnrustﬂ:mnpnda
saat hari sidang i

quuﬂmm ﬂm# Jurusdta! J5P
mmmhm Fmﬁmm

‘mmwmwm Persyaratan/ Perengkapsn langhen. (wakm

m imenerima bevkas perkarn derl Hakim dan

wmrmmmmm "’“"*m'




15 s resgans o s Pore Pk PeceyarsonPerangiagn’ ErgD.

Pamohon dateng langsung Ke
PTSP untuk metakukan
Pendafiaran Permohonan,
Gugatan, Gugatan
Sedzrhana, Banighan online
dangan mengunakan aplikasi
e-Court

3 |JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan ssbagaimana Standar Opearasional Prosedur yang
tefah ditstapkan yaitu selama 83 menit (1 Jam)

BIAYA / TARIF

Tidak dipungut biaya

5 |PRODUK PELAYANAN

Pengguna Lainnya berhasll mendaflarkan perkaranya (permohonan/ gugatan/
gugatan sederhana/ bantzhan) serta mendapatkan SKUM dan Nomar Virwuai
Account untuk pembayarannya

B |PENANGANAN PENGADUAN

R R

1 |Melalui aplikasi SIWAS

2 [Melalui nomer Telp. BAWAS (021) 255 783 003

A Ilatakg -

Fole Aamnndlion Tlams Macieo WA 2L ®E AR AR




PENGELOLAAN PELAYANAN

Undang-undang Momor 14 Tahun 1885 tentang Mahkamah Agung
seDagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5
Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomer 3 Tahun 2008 tentang

Mahkamah Agung
Sural Ecaran Ketua Mahkamah Agung R | Nomor 3 Tahun 1998 Tentang
Penyelesaian Perkara

Undang-undang Nomer 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang Nemor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

Peraturan  Menten  Pendayagunaan  Aparafur Negara  Nomor|
Per21/M PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan  Standsr
Operagional Prosedur (SOP) Adminisirasi Pemenntahan.

Surat Keputusan Ketuas Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SKANZ012
tentang Standar Pelayanan Peradilan

Buku | dan Il lentang Pedoman Pelakssnaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesakretariatan Peradilan

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl No. 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan
Mahksmah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

10

Peraturan Menpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah,

11

PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan
Di Pengadilan Secara Elekironik

—
L]

5K KMA No. 129/KMA/SKVIIZ018 tenlang Pelunjuk Teknis Administrasi
Perkara Dan Parsidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

-1
(2]

SK Dinen No. 3238/DJU/SKIHMOZ 3/11/2018

2 [SARANA DAN PRASANA

Ruang Tamu dan Pendingin Udara

Meja dan Kursi

Komputer dan Printer

Janngan internet

Pesawal lelpon

Mesin Faksimila

Mesin Fotocopy

PC Disabilitas

PC Aplikasi e-court

3 |KOMPETENS! PELAKSANA

Pegawal yang memahami alur proses berperkara Perdata

Pegawai yang memiliki Pengetahuan tentang SIPP

Pegawal yang memhamai prosas e-court

B LR B e in F Ee Gl Rt e R R B ERRE ST B

Pegawai yang mampu mengoperasionalkan Komputer

4 |PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Intemal dilakukan oleh Hakim Fengawes Bidang PTSP yang
melaksanakan pengawasan setisp berkala berdasarkan SK Ketua Pengadilan
Negeri Tangerang

& |[JUMLAH PELAKSANA

Jumiah Pelaksana Pelayanan Permmohonan Gugatan Sederhana secars onling
minimal 1 orang personil sebagaimana beban kerja yang lelah ditetapkan olsh
Pengadilan Negen Tangerang

& |JAMINAN PELAYANAN

Informasi  diberikan secara cepst  tepat, lengkap dan dapal
dipartanggungfawabkan

7 | JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1

informasi yang diberikan dijamin  keabsahannya dan dapal
dipertenggungjawabkan

2

Petugas yang memberikan dala dan informasi telah mendapatkan
penugasan dari atasan fangsung

8 |EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1

Peiaksanaan evaluasi kiinefa pelaksana dilaksanakan secara rulin dan
minimal dilakukan selama 1 (satu) bulan sekall

Pelaksansan survei kapuasan untuk perbaikan dan peningkatkan kinena

pelayanan




VIil. PROSEDUR MENDAFTARKAN EMAIL ADVOKAT YANG BERSTATUS SEBAGAI TERGUGAT AGAR DAPAT
MELAKUKAN PERSIDANGAN SECARA E-LITIGAS!

NO| KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIN LAYANAN
1 |PERSYARATAN 1 |Advokat telah memiliki akun scourn
Akun ecourt yang sudah terverifikasi oleh Pengadilan Tinggl di mana
Advokat disumpah
2 |Surat Kuasa
Surat Kuasa yang tefah dilegalisir sebelumnya di FTSF bagian Hukum
2 |PROSEDUR DAN WAKTU PELAYANAN 1 [Melakukan Login pada aplikasi e-court

Login menggunakan akun Administrator Pengadilan Negeri Tangerang

Mencan dala perkara pada aplikasi ecourt dengan mencar nomor
perkaranya

Mengecek surat kuasa

Memastikan bahwa pihak yang member kuasa dalam surat kuasa tersebut
adalah baner sebagal pihak Tergugat dalam perkara yang dimaksud

Memastikan bahwa surat kuasa terset sudah di legalisic pada PTSP|
bagian Hukum

L2]

Mendaftarkan Kuasa Hukum Tergugat pada aplikasi ecourt

Menambahkan Kuasa Hukum pada kolom Huasa Hukum T

Memastikan babwa persstujuan plhak terguget dalam melakukan|
persidangan secara online dalam apiikasi ecourt sudah aktil

Memberikan perjstasan lanjutan

Memperiihatkan kepada Advokat bahwa pada kolom kuasa hukum lergugat|
sudah terisi, dan sudah tartanda: perseiujuan persidangan secars online

mmmmmummmmm

pioses e-lboagkun ecourt




JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka wakiu pelaksanzan sebagamana Standar Operasional Prosedur yang|
telah ditetapkan yaitu selama 80 menil {1 Jam)

BIAYA/ TARIF

Tidak dipungut biaya

FRODUK PELAYANAN

Advokat dapat mefakukan persidangan secara e-litigasi

o] &

PENANGANAN PENGADUAN

Malalui aplikasi SIWAS

Melalui nomor Telp. BAWAS (021) 255 783 003

Melalui nomor Telp. Pengadilan Tinggl Banten (0254) 250002

Malalul Nomaor Talp Pengadilan Negeri Tangerang (021) 5524157

o | M) ==

kanal pangaduan SP4N-LAPOR!

PENGELOLAAN PELAYANAN

DASAR HUKUM

—

Undang-undang Momor 14 Tahun 198% lentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5
Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang

| IMahkamah Agung
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 1988 Tantang

Penyelesaian Perkara

3 [Undang-undang Momor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Peradilan Umum

o e

Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor
Per/21/M.PAN/M1/2008, tentang Pedoman Penyusunan  Standar
Oparasional Prosedur (S0P) Administrast Pemernintahan

& |Surat Kepulusan Ketus Mahkamah Agung  Nomor 028/HKMAISKINRZDIZ
tentang Standar Pelayanan Peradilan

7 |Buku | dan |l tertang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

B |Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisesi dan Tata Kerja Kepaniterzan
dan Kesekratariatan Peradilan

9 |Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Ne. 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di  lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Paradilan yang berada dibawahnya

10 |Peraturan Menpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerimah,

11 |PERMA Mo, 1 Tahun 2018 tentang Administras| Perkara Dan Persidangan

=] Secara Elekironik

o

S KMA No. 128/KMASKVINIZDTE tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elestronik

w

5K Dirjen No. 3239/DJU/SK/HM02.3711/2018

SARANA DAN PRASANA

Ruang Tamu dan Pendingin Udara

Meja dan Kurs:

Komputer dan Printer

Janngan internel

Fesawat telpon

Mesin Faksimile

Mesin Folocopy

PC Disabilitas

PC Aplikasi e-court

KOMPETENS| PELAKSANA,

Pegawal yang mamaham| alur proses berperkara Perdata

Pegawal yang memillki Pengetahuan tentang SIPP

Pegawal yang memhamal proses a-courl

E R T - - A e ) B D B

Pegawal yang mampu mengoperasionalkan Komputer

PENGAWASAN INTERNAL

Fengawasan infernal dilakukan oieh Hakim Pengawas Bidang PTSP yang
melaksanakan pengawasan setiap barkala berdasarkan SK Kelua Pengadilan
Negeri Tangerang

5 |JUMLAH PELAKSANA Jumlah Pelaksana Pelayanan Pendaftaran kuasa untuk eifigasi minimal 1
grang personil sebagaimana baban kerja yang teiah ditetapkan oleh Pengaditan
Negeri Tangerang
6 |JAMINAN PELAYANAN Informasi  diberikan  secara cepal, tepal, lengkap dan  dapal
diparanggungjawabkan
7 | JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN | 1 {Informasi  yang diberikan  dijamin = keabsshannya dan  dapat]
dipertanggungjawablan

2 |Petugas yang memberkan data dan informasl telsh  mendapatkan
penugasan dari atasan langsung

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1 |Pelaksanaan evaluas! kiineda pelaksana dilaksanakan secara rubin dan
rminimal dilglukan selama 1 (satu) bulan sekall

2 |Pelaksanaan survel kepuasan untuk perbalkan dan peningkatkan kinera




2. BAGIAN PIDANA
I. PROSEDUR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PIDANA

[

URAIAN

[PENYAMPAIN LAYANAN

1

PERSYARATAN

Berkas Lengkap sesual Checklist

Data | ldentitas para Pihak

2

PROSEDUR DAN WAKTU PELAYANAN

Menarima Pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat, ringan, lalu limas
dan anak dad Panyidik / JPU

Memeriksa parsyaratan berkas perkara

Menyerahkan tanda lerima berkas ke penyidik / JPU

Pengaduan gapat disampaikan madalui meja Pengaduan

Berkas Lengkap Sesual Ceklist ;
1 Berita Acara Pelimpahan
(P-33)
2 Surat Penganiar
Pelimpahan
lgentitas Para Fihak ke 3. Surat Pelimpahan Perkara
Petugas PTSP (P.31)
4. Surat Perintah Penunjukan
Jeksa Penuntut Umum
(P.16A)
{ 5. Surat Perintah
| i Fenahanan
| (Penyik. Perpanjangan
| , Perpanjangan Ketua
I

IR I T S T

3 |JANGKA WAKTU PENYELESAIAN Jangka wakiu pelaksanaan sebagaimana Standar Operasional Prosedur yang telah
ditetapkan yaitu selama 20 Menit

4 |BIAYA | TARIF Tidak dipungut biaya

5 |PRODUK PELAYANAN Berkas perkara

8 |PENANGANAN PENGADUAN 1 |Melalui aplikasi SIWAS

Melalyl nomor Telp BAWAS (021) 255 783 D03

Melalui nomor Telp. lan Tinggi Banten (0254) 250002

2
3
4

Meialui Nomor Telp. Pengadiian Negen Tangerang (021) 5524157




PENGELOLAAN PELAYANAN

1 |DASAR HUKUM

Undang-undang Nomeor 14 Tahun 1985 tenlang Mahkamah Agung sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Mahkamah Agung

Surat Edaran Ketua MWahkamah Agung RI MNomor 3 Tahun 1998 Tentang
Penyelesaian Perkara

Undang-undang MNomor 48 Tahun 2000 fantang Kekuassan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

Feraturan Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Perf21/M PAN/ 1/2008,
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOF) Mnlrﬁmsir
Pamerintahan.

Sural Keputusar Ketua Mahkamah Agung Momor 028/KMA/SKINIZ012 lentang
Standar Pelayanan Peradilan

Bukw | dan |l tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasl dan Tala Kera Kepaniteraan dan
Kesekretanatan Peraditan

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Mo. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya

-
(=]

Peraturan Menpan Nomor 35 Tahun 2012 Teniang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosadur (SOP) Adminisirasi Pemenniah.

Ruang Tamu dan Pendingin Udara

Meja dan Kursi

Komputer dan Printer

Jaringan intemet

Pesawat telpon

Mesin Faksimile

Mesin Fatocopy

PC Disabilitas

2 |KOMPETENSI PELAKSANA

Pegawal yang memaham| alur proses berperkars

Pegawai yang mamiliki Pengetahuan tentang SIPP

(R e L= A= E A RS e

Pegawai yang mampu mengaperasignalkan Kompuler

4 |PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Internal dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang PTSP yang melaksanakan
pengawasan setiap berkala berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negerl Tangerang

5 [JUMLAH PELAKSANA

Jumish Pelaksana Pendaftaran Perkara Pidana sebanysk 2 crang dan alau minimal 1

arang personil sebagaimana beban kafa yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negen
Tangerang

B [JAMINAN PELAYANAN

Informasi diberikan secara cepat. tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

7 | JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1

Informasi yang dibenkan dijamin keabsahanmya dan dapat diperfanggungjawabkan

2

Pelugas yang memberikan data dan informasl teiah mendapatkan penugasan dari
alasan

8 |[EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksanaan evalussi kiinera pelaksana dileksanakan secara rutin dan minimal
dilakukan selama 1 (satu) bulan sekall

Pelaksanaan survei kepuasan uniuk parbatkan dan paningkalkan kinera pelayanan




Il. PROSEDUR PELAYANAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK PADA PERKARA PIDANA

NO | KOMPONEN [ URAIAN

PENYAMPAIN LAYANAN

1 |PERSYARATAN Barkas Lengkap sesuai Checklis!

Data / Identitas para Pihak

2 |PROSEDUR DAN WAKTU PELAYANAN Menenma permohonan vpaya hukum banding, kasasi, PK, dan Grasi

Memenksa persyaratan berkas permohonan upaya hukum banding, kasasi, PK, dan Grasi

Membuat Akla banding, kasas, PK, dan Grasi selelah progses input SIPP dilakukan,

Pemeriksaan ulang persyaratan dan menandatangani akta permononan banding, kasas|

Tanda terima Akla banding, kasasi, PK, dan Grasi kepada pemohon

O | o | P | = | | =

[Menmyerahkan Berkas Permohonan ks Kepaniteraan Muda Pidana.

Patugas FTSP
menegnma Permohonan
Banding / Kasasl | PK/
Grasi dari Pemachon

Banding / Kasasi IGrasi Sesual
Coadiat ©

1. Identitas Din (KTP, SIM,
dit)
3 Sursl Ketetangan dar

Lapas / Rutan (Jika
Terdakwa Ditahar)

HKelengkapan Persyarsian PK
" Sasuai Caklist :

1. Identitas Diri (KTP, SIM,

3 Surat Ketorangan dari

Lapas / Rutan (Jika
Terdakwa Ditahan)
4 Memori PK i
3 |JANGKA WAKTLU PENYELESAIAN Jangka wakiu pelaksanaan sebagaimana Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan yaitu selama £5 meni
4 |BIAYA I TARIF Tidak dipungut biaya
5 |PRODUK PELAYANAN |Berkas perkara
B |PENANGANAN PENGADUAN Melalui aplikasi SIWAS

Ma!alui nomor Telp. BAWAS (021) 255 783 003

Melalw nomor Telp. Pengadilan Tinggi Banten (0254) 250002

| B -

| Melalui Nomor Telp. Pengadilan Negeri Tangerang (021) 5524157




PENGELOLAAN PELAYANAN

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1885 tentang Mahkamah Agung sebagaimana ielah divbah dan diambah
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung

Sural Edaran Ketua Mahkamah Agung R | Nomor 3 Tahun 1898 Tentang Penyelesaian Perkara

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Peradilan Umum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparaiur Negara Nomor PerZi/MPAN/11/2008. tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosadur (SOF) Adminisirasi Pamarintahan.

Sural Kepulusan Kelua Mahkamah  Agung  MNomor 028MMASSKAVZ012 tentang Stendar Pelayanan Peradilan

Buku | dan Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas den Adminisirasi Peradilan

Permna No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tais Karja Kepanileraan dan Kesskretaratan Peradilan

Paraturan Sekretaris Mahkamah Aguog Rl Noo 002 Tahun 2012 fentarg Pedoman Peryusunan Standar)
Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Paradilan yang berada dibawahnya

ik
=

Peraluran Menpan Nomor 35 Tehun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Dperasional Prosedur (SOP)
Administrasl Pemerintah.

2 |SARANA DAN PRASANA

Ruang Tamu dan Pendingin Udara

Mela dan Kursi

Koamputer dan Printer

Jaringan intemest

Pasawat lelpon

|Mesin Faksimile

Mesin Folocopy

PC Disabilitas

3 |KOMPETENSI PELAKSANA

Pegawal yang mamahami alur proses berperkara lenstama upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK)

Pagawai yang memiliki Pengelahuan tentang SIPP

| b s foa]—ifom on | de Lo | pa | —

Pegawai yang mampu mengoperasionalkan Kompuler

4 |PENCAWASAN INTERNAL

Pengawasan Intarnal dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang FTSF yang melaksanakan pengavasan seliap berkala
berdasarkan SK Ketue Pengadilan Neger Tangerang

5 HUMLAH PELAKSAMA,

Jumiah Pelaksana Pendaftaran Perkara Pidana sebanyak 2 orang dan atau minimal 1 orang personil sabagaimana
beban kerja yang teiah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang

8 |JAMINAN PELAYAMAN

Infarmasi diberikan secara cepat, tepal, lengkap dan dapat dipantanggungjawablcan

7 | JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1

Informasi yang diberikan dijgmin keabsahannya dan dapat diparianggungjawabkan

2

Petugas yang membenkan data dan miomasi lelah mendapatkan penugasan dan atasan langsung

8 |EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Palaksanaan avaluasi kinera pelakeana dilaksanakan secara rutn Gan minimal dlakuikan selama 1 (salu) buan
sakali

2

Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatkan kinerja pelayanan




lil. PROSEDUR PELAYANAN PENERIMAAN MEMORI, KONTRA MEMOR| (BANDING, KASASI

DAN PK) PERKARA PIDANA
NO | KOMPONEN | URAIAN
PENYAMPAIN LAYANAN
1 |PERSYARATAN 1 |Berkas Lengkap sesuai Checklisl
2 |Data ! |dentitas para Fihak
2 |PROSEDUR DAN WAKTU PELAYAMNAN 1 |Menerima memor /kontra memori banding, kasasi, PK
2 |Membuat tanda terima memor /kontra memori banding , kasasi
fakte PK
3 |Menyerahkan tanda terima memorl /konfra memor banding|
kepada pelugas untuk meminta tanda tangan Panitera
4 |Menyerahkan tanda terima memon /kontra memori banding, kasas

{ PK kepada pihak pemohaon / termohon (kontra memor)

Petugas PTSP
menerima Memori /
Kontra Memori
Banding / Kasasi / PK
dari Pemohon

Sraff Pidana Memboat tanda
tarima Memori [/ Kontra 8anding

Kasasl [ PK

Pamitera Muda Pidana
Menandatangani tanda terima

Memon [ Kontra Banding [/ Kazasl /
PK

Pelugas PTHP
Ienyerahkan tands
terwma Memori [ Kondra
Banding [ Kasasi | PK

Kpeada Pihak
Térmohon [Kontra

Memori)

3 |JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana Standar Operasional
Prosedur yang telah ditetapkan yaitu selama 25 menit

4 |BIAYA | TARIF Tidak dipungut biays
5 |PRODUK PELAYANAN Tanda terima memori dan kontra memori banding, kasasi, PK
PENANGANAN PENGADUAN 1 |Melalui aplikasi SIWAS
2 |Melalui nomor Telp. BAWAS (021) 255 783 003
3 |Melalui nomor Telp. Pengadilan Tinggi Banten (0254) 250002
4 |Melalul Nomor Telp. Pengadilan Negeri Tangerang (021) 5524157
PENGELOLAAN PELAYANAN

1 |DASAR HUKUM

Undang-undang Momaor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang
Momar 5 Tahun 2004 lerskhir dengan Undang-undang Nomor 3/

TEHI!EE!!J?_IWFM mah Agung
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998
Tenlang Penyelesaian Perkara

Undang-undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Peradilan Umum

Peraturan Menleri Pendayagunaan Aparalur Negara Nomor]
Peri24/M PANM1/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar|
Operasional Prosedur {SOF) Administrasi Pemerintahan.




Buku | dan Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

7 |Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tala Kera
Kapaniteraan dan Kesekralariatan Peradilan

B (Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012
lentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya

9 |Peraturan Menpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintah

SARANA DAN PRASANA

Ruang Tamu dan Pendingin Udara

Meja dan Kursi

Kamputer dan Printer

Jaringan intemet

Pesawat telpon

lesin Faksimile

Mesin Fotocopy

PC Disabilitas

PC Aplikasi e-court

KOMPETENSI PELAKSANA

e L0 R el Rl B L R ]

Pagawai yang memahami alur proses berperkara terutama upaya
hukum (Banding, Kasesi dan PK)

2 |Pegawal yang memiliki Pengetahuan tentang SIPP

3 |Pegawsi yang memhamal proses e-court

4 |Pegawai yang mampu mengoperasionalkan Komputer

PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Internal dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang PTSP
vang melaksanakan pengawasan seliap berkala berdasarkan SK Ketua
Pengadilan Negsri Tangerang

JUMLAH PELAKSANA Jumiah Pelaksana Pelayanan penerimaan Memori dan Kontra Memori
(Banding, kasasi dan PK) Perkara Pidana sebanyak 2 orang dan atau
minimal 1 orang personil sebagaimana beban kerja yang telah
ditetapkan oleh Pengadilan Negen Tangerang

JAMINAN PELAYANAN Informasi diberikan secara cepat, tepal, lengkap dan dapat

dipertanggungjawabkan

JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1 [informasi yang diberkan dijamin keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan

2 |Petugas yang membenkan data dan informasi telah mendapatkan
penugasan dari atasan langsung

EVALUAS| KINERJA PELAKSANA

1 |Pelaksanaan evaluas! kiinerja pelaksana dilaksanakan secara rutin
dan minimal dilakukan selama 1 (satu) bulan sekali

2 |Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatkan
kinerja pelayanan




V1. PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN, PEMBANTARANI [ZIN BEROBAT

[

PENYAMFAIN LAYANAN

1 |PERSYARATAN

Lengkap sesual Checkiist
2 T idantitas para Fihak

2 |PROSEDUR DAN WAKTU PELAYANAN

1 |Manenma dan Mémarnikss Permabanan perpanjangan panahanan, pambantaran dan ijn bambat dar perydik [ JPL

2 [Maryarahkan tanda lenma berkas ke pedvyidi / JPU

3 |Menyerahkan barkas permohonan perpanjangan panahanan, pembantaran, dan ipn berobhat

4 Wﬁmmwmmm. pembantaran. dan jin barobat, kemudian mengrmkan epada)
penyidik /

Deta | idantitas Fara Pihak -

Nama Terdakwa
Tempat Lahir

Yanggal Lahir
Jeniz Kelamin

Kenangeaan
Tempat Tinggal

Fexsnaan

I | JANGRA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka wakiu pelaksanaan sebagaimana Standar Operasional Prosedur yang teiah distapkan yady sslama 30 mend

4 |BIAYA | TARIF Tdak dipungu! biaya
& |PROGUK PELAYANAN Berkas pada
6 [PENANGANAN PENGADUAN 1 [Meisic aplikas: SWAS a

2 |Melaki nomaor Telp. BAWAS (021) 255 783 003

3 [Melaui nemon Telp. Pe T Bantan (0254} 250002 -
4 [Malalul Nomor Teip, Pengadilan Megen Tangersng [021) 5524157

PENGELOLAAN PELAYANAN
DASAR

1 jUndang-undang Momar 14 Tehun 198% tenteng Mahkamah Agung sebagaimana feiah dubah dan diambah dangan)
Undang-undang Nomer & Tahun 2004 lemkhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tantang Mahkamah

3 |Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

4 (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pesadian Umum

& |Peraturan Menien Pendaysunaan Agaratur Negara Nomor Per2 ] PANA 12008, tentang Pedeman Penyusunan|
Standar Operasional Presedur (SOP) Administras| Pamerintahan

6 [Surat Keputusan Ketua Mahkamah  Agung  Nomor C26MMA/SKNNZ012 tentang Standar Pelaysnan Permdilan

7 |Buku | dan Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administasi Persdiian

8 |Perma No. 7 Tahun 2015 Tenlang Org  dan Tala Kerja Kepanterasn dan Resekretanaian Peradian

9 |Pemturan Sekeetans Mathamah Agung RI Na 002 Tahon 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasiona!
Prosedur ¢i nghungan Mahkaman Agung dan Bsdan Peraditan tEatd

ditan yang berada dibawahnya
16 |Peraturan Menpan Nomor 35 Tahun 2072 Tentang Padoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur {S0F)

Adminsiras Pemanntah,




Ruang Tamu dan Pandingin Udar
ja dan Kursi

Komputer dan Primter

Janingan intemet

Pesawat [dlpon

Mg Faksamile

Mesin Fotecopy

PC Disabilitas

PC Aplikasi a-cour

KOMPETEMST PELAKSANA

Pegawsi yang memahami skt proses berperkara Pdana

Pegawal yang memiliki Fengetahuan benlang SIFF

o | [ | | | | e

Prgawal yang memhamai proses e-coun
Pegawsi yang mampu mengoperasionalkan Kompuer
PENCGAWASAN INTERNAL Inteermial ditakukan oleh Hakim Pangawas Bidang PTSP yang melnksanakan pangawssan schap berkala
berdasarkan 5K Ketua Pengadiian Neger Tangerang
JUMLAH PELAKSANA Jumiah Pelskaana Pelayanan Permononan Permanjangan penahanan, pembataran zin berogal minima| 1 orang personil

ssbagaimana beban kerja yang lelah diletapkan oleh Pengadiian Nagan Tangarang

JAMINAN PELAYANAN

Infarmasi dibenkan secarm cepal, lepal, lengkap dan dapsi diparanggungjawabkan

AN KESELAMATAN Datl KEAMANAN

3

Informas yang dierian dyamin keabsatarmya dan dapal

dtpelanggug awaEtian
2 [Peiugas yang mambarikan data dan informasi lelah mendapatkan penugasan darl aiasan

EVALUASI KINERLA PELAKSANA

1

Peinksanann svaluasi kinana palakeana diaksanakan secars rubn dan minimal diakukan selama | (satd) bulan

sekali
Pelsksanasn survel kepuasan uniuk peitakan dan peningkatkan kinerna pelayanan




Vil. PROSEDUR PELAYANAN PENGELUARAN SALINAN PUTUSAN PIDANA

NO| KOMPONEN | URAIAN
PENYAMPAIN LAYANAN
1 [PERSYARATAN 1 [Berkas Lengkap sesual Checkiist

2 |Data/ |dentitas para Pihak

2 |PROSEDUR DAN WAKTU PELAYANAN

Mererima Permintaan Salinan Putusan dari para pihak, dan meiskukan
pEngecekan

Berkoordinasi dengan panmud masing-masing terkait permohonan salinan

3 |Panitera menandatangani Salinan yang akan dikeluarkan

4 |Menerima salinan dari bidang masing-masing, kemudian diserahkan

kepada pihak yang memohon salinan

Femochon Mengajukan
Sural Permohonan

Salinan Putusan Ke FTSP

Sal nan Putusan Chaseahkan kepada

Fanitera untuk di Tandataigst

3 |JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka wakiu pelaksanaan sebagaimana Standar Operasional Prosedur yang
lelah ditetapkan yaitu selama 35 menit

BIAYA I TARIF

Tidak dipungut biaya

| b

PRODUK PELAYANAN

Salinan Putusan

6 |PENANGANAN PENGADUAN

Metalui aplikesi SIWAS

Melalui nomor Telp. BAWAS (021) 255 783 003

Melslui nomor Telp. Pangadilan Tinggl Banten (0254) 250002

1
2
3
4

Melalui Nomor Telp. Pengadilan Negerl Tangerang (321) 5524157

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 |DASAR HUKUM

1

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung|
sebagaimana telah diubah dan ditambab dengan Undang-undang Nomor 5
Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.| Nomor 3 Tahun 1998 Tentang
Penyelesaian Perkara

Undang-undang Momor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Peradilan Umum




Feraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomer
Per/21/M PAN/1/2008, tentang Psdoman Penyusunan  Standar
Operasional Prosedur (SOF) Administrasl Pemerintahan,

6 [Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SKNIZ012
lentang Standar Pelayanan Peradilan

7 |Buku | dan |l lentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminisirasi
Peradilan

8 |[Perma No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Peradilan

g |Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl No. G602 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Slandar Operasional Prosedur o lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

10|Peraturan Menpan Momaor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosadur (SOP) Administrasi Pemenntah

SARANA DAN PRASANA 1 |Ruang Temu dan Pendingin Udara

2 |Meja dan Kursi

3 |Komputer dan Printer

4 |Jaringan internat

§ |Pesawat telpon

6 |Mesin Faksimika

7 |Mesin Fotocopy

8 |PC Disabilitas

§ 1PC Aplikssi e-court

KOMPETENSI PELAKSANA 1 |Pegawal yang memahami alur proses berperkara Pidana

2 |Pegawai yang memiliki Pengstahuan tentang SIPP

3 |Pegawai yang memhama) proses e-court

4 |Pegawal yang mampu mengoperasionalkan Komputar

PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Intemal dilakukan oleh Hakim Pengawas Bdang PTSP yang
melgksanakan pengawesan selisp berkela berdasarkan SK Ketua Pengadilan
Negeri Tangerang

JUMLAH PELAKSANA

Jumiah Pelaksana Pelayanan Pelayaran Pengeluaran salinan pulusan minimal
1 orang personil sebagaimana beban keria yang lelah ditetapkan oleh
Pengadilan Neger Tangerang

JAMINAN PELAYANAN

Informas:  dibenkan secara cepat, tepal, lengkep dan  dapat
dipettanggungjawabkan

JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1

Informasi  yang dibenkan dijamin  keabsahannys dan dapat
dipertanggungjawabkan

2

Fetugas yang memberkan data dan informasi telah mendapatkan
penugasan dari atasan langsung

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1

Palaksanaan evalugsi kinerja pelsksana dilaksanakan secara rutin dan
minimal dilakukan selama 1 (satu) bulan sekali

FPelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatkan kinerjs
pelayanan




Viil. PROSEDUR PELAYANAN PENERIMAAN PERMOHONAN PENCABUTAN BANDING, KASASI DAN PK PERKARA PIDANA

NO |

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIN LAYANAN

1

PERSYARATAN

Berkas Lengkap sesuai Checklist

Data / ldentitas para Pihak

2

PROSEDUR DAN WAKTU PELAYANAN

Menerima permohonan pencabutan perkara banding, kasasi dan PK

Membual akia pencabutan banding . kasasi, atau PK

Memunia landa tangan Akta Pencabutan kepada Panitera

| wa|ra) —=|h3|—=

Menyerahkan salinan Akta Pencabutan kepada plhak pemohon, dan
kepada Kepaniteraan muda Pidans

Pemohon datang
langsung Ke PTSP untuk
melakukan Pencabutan

Banding / Kasasi / PK

untuk di Tandatanganl

i

FPetugas PTSP Akla

3 |JANGKA WAKTU PENYELESAIAN Jangka walkiu pelaksanaan sebagaimana Standar Operasional Prosedur yang
telah ditetapkan yaitu selama 26 menit

4 |BIAYA | TARIF Tidak dipungut biaya

5 |PRODUK PELAYANAN Tanda terima memar dan kontra memori banding, kasasi, PK

5§ |PENANGANAN PENGADUAN

1

Melaiu aplikasi SIWAS

2 |Melalui nomor Teip. BAWAS (021) 255 783 003
3 |Melalui normor Telp. Pengadilan Tinggi Banten (0254) 250002
4 |Melalul Nomor Telp. Pengadilan Negeri Tangerang (021) 5524157
PENGELOLAAN PELAYANAN
1 |DASAR HUKUM 1 |Undang-undang Nomor 14 Tahun 1885 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5
Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Mahkamah Agung
Surat Edaran Ketua Mafikamah Agung R.| Nomor 3 Tahun 1888 Tentang
Penyelesaian Parkara

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2002 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor
Per21/M.PAN/11/2008, lentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pamearintahan,

Sural Keputusan Keilua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SKINIRZ012
tentang Standar Pelayanan Peradilan

Buku | dan |l tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan|
dan Kesekretariatan Peradilan

Persturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya l

R




10

Peraturan Menpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Panyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah,

SARANA DAN PRASANA

Ruang Tamu dan Pendingin Udara

Meja dan Kursi

Komputer dan Printer

Jaringan internet

Pesawal telpon

Mesin Faksimile

Mesin Fotocopy

PC Disabiiitas

PC Aplikasi e-court

KOMPETENS! PELAKSANA

Pegawai yang memahami alur proses barparkara Pidana

Pegawal yang memiliki Pengelahuan tentang SIPP

Pegawai yang memhamai proses e-court

o | L2 | P == oD oD | = 0 | O | B | E MO =

Fegawai yang mampu mangoperasionalkan Komputer

PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Internal dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang PTSP yang
melaksanakan pengawasan setiap berkala berdasarkan SK Ketua Pengadilan
Negeri Tangerang

JUMLAH PELAKSANA Jumiah Pelaksana Pelayanan Pelayanan Upaya Hukum Pidana minimal 1 orang
personil sebagaimana beban kena yang telah ditetapkan oleh Pengadilan
Negeri Tangerang

JAMINAN PELAYANAN Informasi  diberikan secara «cepat, tepal lengkap dan  dapat
dipertangoungiawabkan

JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1

Informasi  yang diberkan dijamin  keabsahannya dan dapal
dipartanggungawabkan

2

Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan
penugasan dari atasan langsung

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1

Pelaksanaan evaluasi kiinera pelassana dilaksanakan secara rutin dan
minimal dilakukan selama 1 {satu) bulan sekali

Pelaksanaan survel kepuasan untuk perbakan dan pernngkatkan kimerna
pelayanan




3. BAGIAN HUKUM

I. PROSEDUR PELAYANAN PENDAFTARAN SURAT KUASA DAN AKTA NOTARIS

| URAIAN

PENYAMPAIN LAYANAN

1 |PERSYARATAN

1 |Berkas Lengkap sesuai Checklist
2 |Data / ldentitas para Pihak

2 |PROSEDUR DAN WAKTU PELAYANAN

1 |Menerima pendaflaran dan mengecek kelengkapan persyaratan
berkas / permohonan surat kuasa / Akta notaris dari pemochon

2 |Menyerahkan ke Bagian panmud Hukum untuk diproses
3 |Menerima Surat Kuasa ! Akla yang telah ditandatangani panitera,
menyerahkannya kembali ke pemohon

4 _|Pengaduan dapal disampaikan melalui meja Pengaduan

L PROSEDUR PELAYANAN PENDAF TARAN SURAT MUASA Bk GLAN HUIK LM

| Bt bangms e i om b
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| Bazan taum

§ 1 sk Sargsas 2
P2 Bl Tagm Bangass b
2 Ear TAnsE ASSOSIS
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| “ Far Tazas Ferdud.e
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3 |JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana Standar Operasional Prosedur
yang telah ditetapkan yaitu selama 25 Menit

4 |BIAYA I TARIF

Dipungut  biaya
STKMA/SKAIF2019

PNBP Rp.10.000 sesuai SK KMA No

5 |PRODUK PELAYANAN

Surat kuasa yang sudah dilegalisir

6 |PENANGANAN PENGADUAN

Melalui aplikasi SIWAS

Melalul nomor Telp. BAWAS (021) 256 783 003

Melalui nomor Telp. Pengadilan Tinggi Banten (0254) 250002

bl b =

Melalul Nomar Telp. Pengadilan Negeri Tangerang (021) 5524157

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 DASAR HUKUM

1_[Rechtreglement voor de Builengeweslen (R.Bg).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agunag
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengm Undang-undang Nomor 3

lua Mahkamah Agung R Nomor 3 Tahun 1998
Tentang F'anyvalasalan Perkara

4 |Undang-undang MNomor 48 Tahun 2003 tentang Rekuasaan
Kahakiman

§ |Undang-Undang Nomor 4% Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

6 |Peraturan Menleri Pendayagunaan Aparalur Megara Nomor
Perf21/M PAN/11/2008, tentang Pedoman Fenyusunan Standar
Operasional Prosedur {SOP) Administrasi Pemerintahan.

7 |Surai Keputusan Ketua Mahkamah Agung
026/KMAJSK/I/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

Nomor|

6 |Buku | dan Il lentang Fedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administras! Peradilan




g |Perma No, 7 Tahun 2015 Temtang Organisasi dan Tata Kera
Kepanitaraan dan Kesakretariatan Peradilan

10 |Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Mo. 002 Tahun 2012
lentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
lingkungan Mankamah Agung dan Badan Paradilan yang berada
dibawahnya

—
—

Peraturan Menpan MNomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOF) Administrasi
Pemerintah.

SARANA DAN PRASANA

Ruang Tamu dan Pendingin Udara

Meja dan Kursi

Komputer dan Printer

Jaringan internet

Pesawat talpon

Mesin Faksimile

Mesin Fotocopy

PC Disabilitas

KOMPETENSI PELAKSANA

Pegawai yang memahami alur proses barperkara

P == Q0| ~i|@]en 4 M) —

Pegawai yang memiliki Pengetahuan tentang SIFP

Pegawai yang mampu mengoperasionalkan Komputer

PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Internal dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang PTSP
yang melaksanakan pengawasan sefiap barkala berdasarkan SK Ketua
Pengadilan Negeri Tangerang

JUMLAH PELAKSANA

Jumiah Pelaksana Pendaflaran surat kuasa khusus dan akta notars
sebanyak 2 orang dan atau minimal 1 orang personil sebagaimana
baban kera yang telah ditelapkan aleh Pengadilan Negeri Tangerang

JAMINAN PELAYANAN

Informasi  diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat
dipertanggungjawabkan

JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1 |Informasi yang diberkan dijamin keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan

2 |Petugas yang memberikan data dan informasi lelah mendapalkan
penugasan dari atasan langsung

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1 |Pelaksanaan evaluzsi kiinerfja pelaksana dilaksanakan secara rutin
dan mimmal dilakukan selama 1 (satu) bulan sekali

? |Pelaksanaan suivel kepuasan umtuk perbaikan dan pemingkatkan
kinerja pelayanan




ll. PROSEDUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA

NO| KOMPONEN | URAIAN
PENYAMPAIN LAYANAN
1 |FERSYARATAN 1 |Berkas Lengkap sesuai Checkiist

2 |Data / Identitas para Pihak

2 |PROSEDUR DAN WAKTU PELAYANAN

1 |Menerima dari pemchon melalui aplikasi dan mengecek kelengkapan
surat dan memvearifikasi

2 |Mengecek kelengkapan data dari kepaniteraan pidana / perdata sesual
dala yang ada di SIPP

3 |Mencetak surat keterangan tidak tersangkut perkara melalui aplikasi,
Dipenksa oleh Panitera

4 |Dikeluarkan surat keterangan melalui aplikasi untuk ditandatangani kode
sandi KPN

5 |Sural diserahkan kembali ke plhak pemohon

ILFROSEDUR PELAYANAN FENDAFTARAN SURAT KETERANGAM TIDAK
TERSANGRUT PERKARA BAGIAN HUKUM
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3 |JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka wakiu pelaksanaan sebagaimana Standar Operasional Prosedur yang
telah ditetapkan yaitu selama 30 menit

4 |BIAYA[TARIF

Dipungut biaya PNBEP Rp.10.000 sesuai SK KMA No. 57T/KMA/SKAIIZ019

5 |PRODUK PELAYANAN Surat Keterangan Tidak lersangkut perkara
6 |PENANGANAN PENGADUAN 1 |Melalui aplikasi SIWAS
2 |Melalui nomor Telp. BAWAS (021) 255 783 003
3 |Melalul nomor Telp. Pengadilan Tinggi Banten (0264) 260002
4 _|Meilalui Nomor Telp. Pengadilan Negeri Tangerang (021) 5524157
PENGELOLAAN PELAYANAN

1 DASAR HUKUM

e

Rechtreglement voor de Bullengewesten (R.Bg).

2 |Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 lentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5
Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Mamor 3 Tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung

3 |Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.| Nomor 3 Tahun 1988 Tentang
Penyelesaian Perkara

Undang-undang Nomeor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5 |Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

G |Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

7 |Surat Keputusan Kelua Mahkamah Agung Nomor OZB/KMASKAIZ012
tentang Standar Pelayanan Peradilan

8 |Buku | dan W temtang Pedouman Pelaksanaan Tugas dan Admimsiasi
Peradilan




9 |Perma No. 7 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanileraan
dan Kesekrelariatan Peradilan

10
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang
Fedoman Fenyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan
Mahkamah Aqung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

11
Peraturan Menpan Memor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.

SARANA DAN PRASANA

Ruang Tamu dan Pendingin Udara

Meja dan Kursi

Komputer dan Printer

Jarningan internet

Pesawat lelpon

Mesin Faksimile

Mesin Fotocopy

PC Disabilitas

e b =dE-- R A L N E R B

PC dengan aplikasi e-raterang

KOMPETENS! PELAKSANA

Pegawai yang memahami alur proses berperkara terutama penerbitan
surat ketarangan tidak tersangkul perkara

2 |Pegawai yang memiiiki Pengetahuan tentang SIPP

3 |Pegawal yang mampu mengoperasionalkan Komputer

4 |Pegawai yang mempu memahami e-ralerang

PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Internal dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang PTSP yang
melaksanakan pengawasan sefiap berkala berdasarkan SK Ketua Pengadilan

Meger Tangerang

JUMLAH PELAKSANA Jumiah Pelaksana Pelayanan Surat Keterangan tidak tersangkut perkara
minimal 1 orang personil sebagaimana beban kerja yang lelah diletapkan oleh
Pengadilan Negeri Tangerang

JAMINAN PELAYANAN Informasi  dibenkan secara cepat tepat lengkap dan dapal

dipartanggungjawabkan

JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1 |Informasi  yang dberikan dijamin keabsahannya dan dapat
dipartanggungjawabkan

2 |Pelugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan
penugasan dari atasan langsung

EVALUAS! KINERJA PELAKSANA

1 |Pelaksanaan evaluasi kiinerja pelaksana dilaksanakan secara rutin dan
minimal dilakukan selama 1 {satu) bulan sekali

2 |Pelaksanaan survel kepuasan untuk perbaikan dan peningkatkan kinerja

pelayanan




lll. PROSEDUR PELAYANAN LEGALISASI SURAT KUASA

NO| KOMPONEN | URAIAN
PENYAMPAIN LAYANAN
1 |PERSYARATAN Herkas Lengkap sesual Checkiist
Data / Identitas para Pihak
2 |PROSEDUR DAN WAKTU PELAYANAN Menerima legalisasi surat

Menyerahkan ke Bagian panmud Hukum untuk diproses

pa|=|na] ==

Menerima leges yang felah diproses, menyerahkannya kembali ke
pemohon

H. PROSEDUR PELAYANAN PENDAF TARAN LEGALISA S SURAT KUASA BAGIAN
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3 |JANGKA WAKTU PENYELESAIAN Jangka wakiu pelaksanaan sebagaimana Standar Operasional Prosedur
yang telah ditetapkan yaitu selama 20 menit
4 |BIAYA/TARIF Dipungut biaya PNBP Rp.10.000 sesuai SK KMA No. 57/KMA/SK/IIRZ019
5 [PRODUK PELAYANAN Surat kuasa yang sudah dilegalisir
& |PENANGANAN PENGADUAN 1 |Melalui aplikasi SIWAS
2 |Melalu: nomor Telp. BAWAS (021) 255 783 003
3 |Melalui nomar Telp. Pengadilan Tinggi Banten (0254) 250002
4 |Melalul Nomor Telp. Pengadilan Negeri Tangerang {021) 5524157
PENGELOLAAN PELAYANAN

DASAR HUKUM

1 [Rechiraglement voor de Buitengewesten (R.Bg).

[ 5]

Undang-undang MNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sabagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor
5 Tahun 2004 lerakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008
Agung

tentana_Mahkamah
3 |Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998
Tentang Penyelesaian Perkara

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5 (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Peradilan Umum

6 |Peraturan Menterr Pendayagunaan Aparglur Negara MNomor
Perf2Z1/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar|
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemarintahan.

7 |Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomar|
O26/KMASSKEAIZD 12 tentang Standar Pelayanan Peradilan

£ |Buku | dan |l tentang Pedomen Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

g |Parma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

10
Paraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No D02 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya




1

Peraturan Menpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Panyusunan Sitandar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintah.

SARANA DAN PRASANA

Ruang Tamu dan Pendingin Udara

Meja dan Kursi

Komputer dan Printer

Jaringan internel

Pesawal telpon

Masin Faksimile

Mesin Fotocopy

PC Dhisabilitas

KOMPETENSI PELAKSANA

== eo |~ onen]deloa]pd )=

Fegawai yang memahami alur proses berperkara terutama legalisasi
surat kuasa

Pegawai yang memiliki Pengetahuan tentang SIPP

Lk

Pegawai yang mampu mengoperasionalkan Komputer

PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Intemal dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang PTSP yang
melaksanakan pengawasan setiap berkala berdasarkan SK Ketua
Pengadilan Megeri Tangerang

JUMLAH PELAKSANA Jumiah Pelaksana Pelayanan Legalisasi surat kuasa minimal 1 orang
personil sebagaimana beban kerja yang telah ditetapkan cleh Pengadilan
Negeri Tangerang

JAMINAN PELAYANAN Informas|  diberikan secara cepal, lepat, lengkap dan dapat
dipertanggungjawsatikan

JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1

Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan

2

Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan
penugasan darl atasan langsung

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Peiaksanaan evaluasi kiinerja pelaksana dilaksanakan secara rutin dan
minimal dilakukan salama 9 (satu) bulan sekali

Pelaksanaan survel kepuasan untuk perbaikan dan peningkatkan kinerja
pelayanan




4. BAGIAN PELAYANAN UMUM

I. PROSEDUR PELAYANAN PENGELOLAAN SURAT MASUK

NO | KOMPONEN | URAIAN
PENYAMPAIN LAYANAN
1 |PERSYARATAN 1 [Surat Masuk b
2 |Tanda terima

2 |PROSEDUR DAN WAKTU PELAYANAN

Menenma dan membuka sural. memberi stempel, menscan dokumen / sural,
mengklasifikasikan surat sesuai pembaglan tugas dan wewenang antara ketua dan
wakil ketua, menginput pada aplikasi PTSP (Register Surat Masuk), mengisi
Lembar Fengentar Suret, kecuali Surat dangan kode R (Rahasia) / SR (Sangat
Rahasia) pada amplop langsung diserahkan ke Sekretans.

Membaca dan mendisposisi sural masuk pada aplikasi PTSP

Mendisposisi surat sesuai instruksi Kelua / Wakil Ketua

Blw| b

Mengecek sural yang {elah didisposisi dari Fanitera dan/ atau Sekretaris pada
aplikasi PTSP, mendistribusikan dokumen surat asli ke masing-masing sub bagian
serta meminta landa tangan penerima pada lembar pangantar surat
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3 |JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka wakiu pelaksanaan sebagaimana Standar Operasional Prosedur yang lelah
ditetapkan yaitu salama 40 Menit

4 |BIAYA ! TARIF

Tidak dipungut biaya

§ |PRODUK PELAYANAN

Surat masuk ditenma / disposisi / didistribusikan, dan dilaksanakan ke pihak yang dituju.

6 |PENANGANAM PENGADUAN

Melalui aplikasi SIWAS

Melalui nomar Telp. BAWAS (021) 255 783 003

Meidalui nomaor Telp. Pengadilan Tinggi Banten (0254) 250002

2] B -

Melalui Nomar Telp. Pengadilan Negeri Tangerang (021) 5524157

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 DASAR HUKUM

-

KMA No. 143/KMASKVINZ00T tentang Memberlakukan Buku |

r

Undang-undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Peradilan Umium

Peraturan Menleri Pendayagunaan Aparalur Negara Nomor Per/21/M PAN/11/2008,
tentang Pedoman Panyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SKIIN2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan

Perma No, 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tala Kera Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Peraturan Sekrataris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya

Peraturan Menpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasl Pemearintah.




SARANA DAN PRASANA

Ruang Tamu dan Pendingin Udara

Meja dan Kursi

Komputer dan Printer

Jaringan internet

Pesawat telpon

Mesin Faksimile

Mesin Folocopy

Aplikasi PTSP pius

KOMPETENS| PELAKSANA

Pegawai yang memahami alur proses tata naskah dinas

Pegawal yang memiliki Pengetahuan tentang PTSP Plus

LR B -0 Rl RS PSR SR

Pegawai yang mampu mengoperasionaikan Komputer

PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Intemal dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang PTSP yang
melaksanakan pengawasan setiap berkala berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang

JUMLAH PELAKSANA Jumiah Pelaksana Pengelolaan surat masuk sebanyak minimal 1 orang personil
sebagaimana beban kerja yang lelah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang
JAMINAN PELAYANAN Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

JAMINAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1

Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan

2

Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari
atasan langsung

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksanaan evaluasi kiinerja pelaksana dilaksanakan secara rutin dan mimmal
dilakukan selama 1 (satu) bulan sekali pada Rapat Intemal

Pelaksanaan survel kepuasan untuk perbaikan dan peningkatkan kinefja pelayanan




Il. PROSEDLUR PELAYANAN PENGELOLAAN SURAT KELUAR

NO| KOMPONEN

PENYAMPAIN LAYANAN

1 |PERSYARATAN

i

Surat Untuk Arsip

2 |Tanda tenma

2 |PROSEDUR DAN WAKTU PELAYANAN

1 |Menenma, menscan dokumsn / sural, menginput surat ke dalam aplikasi PTSP
{Registar Surat Keluar) dan mereqister pada Buku Register Surat Keluar

2 |Memeriksa kelengkapan suratl keluar, mengamplopkan dan mengumpulkan sural
keluar yang akan dikifim s/d jam 14.00 WIB

3 |Menggolongkan sural keluar ke dalem pengirimen dalam atau fuar kota dan
mencatatnya ke Buku Ekspedisi Surat Keluar

4 |Menginm surat sesuai dengan alamat tujuan melalul POS atau melalul Kunr

§ |Mengarsipkan salinan / fotocopy surat keluar
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3 |JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka wakiu pelaksanaan sebagaimana Standar Operasional Prosedur yang telah
ditetapkan yaltu selama 170 Menit

4 |BIAYA / TARIF

Tidak dipungut biaya

& |PRODUK PELAYANAN

Surat keluar dicatat dan dikirim ke alamat yang dituju, arsipnya ditala rap

8 |PENANGANAN PENGADUAN

Metalui aplikasi SIWAS

Melaiul nomor Telp. BAWAS (021) 255 783 003

Melalui nomor Telp. Pengadilan Tinggi Banten (0264) 250002

L

Metalui Nomor Telp Pengadilan Negeri Tangerang (021) 5524157

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 DASAR HUKUM

KMA No 143/KMA/SKAIINRDO0T tentang Memberiakukan Buku |

b =

Undang-undang Momor 48 Tahun 2008 lentang Kekuasaan Kehakiman.

3 |Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

4 |Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/1/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Administrasi Pemenntahan,

5 |Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor D26/KMA/SK/II2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan

& |Perma No 7 Tahun 2015 Tentang Organigasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekratariatan Peradilan

7 |Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya

Paraiuran Menpan Momor 36 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusdnan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemernntah.

s -]

2 |SARANA DAN PRASANA

Ruang Arsip

Meja dan Kursi

Komputer dan Printer

Janngan internst

Pesawat telepon / Handphone

Mesin Faksimile

Mesin Fotocopy

AR E A0 B D S

Aplikasi PTSP plus




KOMPETENSI PELAKSANA

1

Pegawai yang memahami alur proses tata naskah dinas

2

Pegawai yang memiliki Pengetahuan tentang PTSP Plus

3

Pegawal yang mampu mengoperasionalkan Komputer

PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Intemal dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang PTSP yang
Tmﬁhnwmmmm%wwmﬂﬂm
angerang

JUMLAH PELAKSANA

Jumlah Pelaksana Pengelolean surat keluar sebanyak minimal 1 orang personil
sabagaimana beban kerja yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang

JAMINAN PELAYANAN

Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat diperlanggungjewabkan

JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1

Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung awabkan

2

Pelugas yang memberikan data can informas| telah mendapatkan penugasan dan
alasan langsung

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksanaan evaluasi kinena pelaksana dilaksanakan secara rutin dan minimal
dilakukan selama 1 (satu) bulan sekal pada Rapat Internal

Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatkan kinera pelayanan




lI. PROSEDUR INFORMASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

=] KOMPOMNEN

| URAIAN

PENYAMPAIN LAYANAN

1 |PERSYARATAN

1 |Tanda Terima Surat Masuk berupa soflcopi atau hardcopi, beseria [nformasi lambahan secara lisan
maupun berupa kelengkapan dokumen pendulung bils dipariukan

2 [Sural Keluar berupa softcopi atau hardcopi, beserta Informas! tambahan secara lisan maupun berupa
wmwmmtlllwm

2 |PROSEDUR DAN WAKTU PELAYANAN

1 [Menerima tanda terima surat masuk atau surat keluar beserta dokumen pendukungnya, mengecek surat

pada aplikasi PTSP+

2 [Mengkonfumasi PejabalPelaksana terakhir sesual disposisl pada aplkasi PTSP+ melakukan
gecekan pada buku register ekspedisi surat masuk / surat keluar
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3 |JANGKA WAKTU PENYELESALAN

Jangka wakitu pelaksanaan sabagaimana Standar Operasional Frosedur yang telah ditetapkan yailu
maksimal selama 15 Mendt

4 (BlAYA | TARIF

Tedak dipungut bays

5 |PRODUK PELAYTANAN

Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar

B |PENANGANAN PENGADUAN

[Melziu aplikasi SIVUAS

Malalui nomor Telp. BAVWAS (021) 255 783 003

Meialul nomor Telp. Pengadilan Tinggi Banien (0254) 250002

fafen]| | -

Melalul Nomer Telp. Pengadilan Negen Tangerang (021) 5524157

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 DASAR HUKUM

-

KMA No. 143KMASKANNZO007 tentang Memberlakukan Buku |

Undang-undang Nomeor 48 Tahun 2008 lentang Kekuasaan Kehakiman

3 |Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Paraditan Umum

4 |Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomaor Perf21/M PAN/M1/2008, tentang Pedoman
Panyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

5 |Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung  Nomor 026/MMASSKANZ012 tentang Standar Patayarsn
Peradilan

fi [Perma No. 7 Tahun 2015 Tenlang Organisas: dan Tata Kera Kepanileraan dan Kesekretariatan
Peradilan

Paraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl No 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar|
Operssional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

Peraturan Menpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Oparasional Prosed
(50P) Administrasi Pemerintah.

Ruang Tamu dan Pendingin Udara

Meja dan Kursi

Komputer dan Prirer

Janngan intemet

Pesawal lelepon / Handphore

Mesin Faksimile

Mesin Folocopy

Aplikasi FTSP plus

3 |KOMPETENS| PELAKSANA

Pegawai yang memahami alur proses tata naskah dinas

Pagawal yang memiliki Pengetahuan tentang PTSP Plus

Ba|Ad| | =/ || un ] k|

Pegawai yang mampu mengoperasionalkan Komputer

4 |PENGAWASAN INTERNAL

Pangawasan intemal dilakukan alah Hakim Pengawas Bidang PTSP yang malaksanakan pengawasan setiap
berkala berdasarkan SK Kelua Pengadilan Negeri Tangerang




JUMLAH PELAKSANA Jumiah Peiaksana Pemberian informasi surat keluar dan surat masuk sebanyak minimal 1 orang personil
sabagmmana baban kerja yang teiah dilelapkan oleh Pengadilan Neger Tangerang

JAMINAN PELAYANAN Informasi diberikan secara cepat. lepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabian

JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN | 1 |Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
2

Petugas yang membernkan data can (nformasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung

EVALUASI KINERJA PELAKSANA 1 |Peiaksanaan avaluasi kinera pelaksana dilaksanakan secara rubn dan minimal diakukan sslama 1
{satu) bulan sekal pada Rapat intermal
2 |Pelaksanaan survel kepuasan untuk parbaikan dan peningkatkan kineqa pelayanan




STANDAR PELAYANAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS IA KHUSUS

IV. PROSEDUR PERMOHONAN PENANDATANGANAN SPPD

NO| KOMPONEN | URAIAN
PENYAMPAIN LAYANAN
1 |PERSYARATAN 1 |Surat Tugas dar Instansi / satuan kerja (hardcopy dan/atau soficopy)
2 |Formulir Tiba Berangkat (SPPD)
2 |PROSEDUR DAN WAKTU PELAYANAN 1 |Menerima, memeriksa kelengkapan surat tugas, memberikan cap nama Pejabat

Penandantangan SPPD dan menyerahkan SPPD beserta kelengkapannya kepada
Pejabat Penandatangan SPPD.

Menerima, memeriksa kelengkapan surat tugas. memberikan tanda tangan apabila
telah sesuai kelentuan pengesahan SPPD dan memberikan kembali kepada
Petugas PTSP.

3 |Menerima, memberikan cap pada tanda iangan Pejabat Penandatangan SPPD dan

menyerahkan kembali SPPD kepada Pengaju SPPD.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka wakiu pelaksanaan sebagaimana Standar Operasional Prosedur yang telah
ditetapkan yaitu maksimal selama 30 Meanit

4 |BIAYA | TARIF Tidak dipungut biaya
5 |PRODUK PELAYANAN Formulir Tiba Berangkal yang telah ditanda tangan| Pejabat yang berwenang
6 |PENANGANAN PENGADUAN 1 |Melalui aplikasi SIWAS
2 |Mefalui nomor Telp BAWAS (021) 255 783 003
3 |Melalui nomor Telp, Pengadilan Tinggi Banten (0254) 250002
4 |Metalui Nomor Teip. Pengadilan Negeri Tangerang (021) 5624167
PENGELOLAAN PELAYANAN
1 DASAR HUKUM KMA No. 143IKMAISKNIIF2007 tentang Memberfakukan Buku |

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

| G| A | =

Peraturan Menleri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 |
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Peamerintahan.

Sural Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SKNI2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan

Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tala Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretarialan Peradilan

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 fentang Fedoman
Pemyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya

Peraturan Menpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah,

SARANA DAN PRASANA

Alat tulis kantor

Cap nama dan jabatan penandantangan SPPD

Cap kantor

Personal Computer (PC)

Printer

Scanner

Kamera

Aplixasi PTSP plus

KOMPETENS! FELAKSAMNA

Pegawai yang memahami alur proses tata naskah dinas

Pegawai yang memiliki Pengetahuan tentang PTSP Plus

il | D | e | 0 | = | T B | D D

Pegawai yang mampu mengoperasionalkan Komputer, Printer, Scanner

PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Internal dilakukan cleh Hakim Pengawas Bidang PTSP yang
melaksanakan pengawasan setiap berkala berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang

5 |JUMLAH PELAKSANA Jumlah Pelaksana penyelesalan penandantangan SPFPD sebanyak minimal 1 orang
persanil sebagaimana behan kerja vang telah ditetapkan oleh SK Kelua Pengadilan
Negerl Tangerang

6 |JAMINAN PELAYANAN Informasi diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1
Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapal dipertanggungjawabkan

2 |Petugas yang memberikan formulir SPPD telah mendapatkan penugasan dar

atasan langsung

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan secara rufin dan minimal
dilakukan selama 1 (satu) bulan sekali pada Rapal Internal

Pelaksanaan survel kepuasan untuk perbaikan dan peningkatkan kinerja pelayanan




